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       P  U  T  U  S  A  N  
NOMOR :  07/G/20 11/PTUN.Mdo. -

“DEMI  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Manado  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

t i ngka t   Per tama dengan  acara  biasa  te l ah  mengambi l  Putusan  

sebaga imana  te ru ra i  d i  bawah in i  da lam sengketa  anta ra  :

I .    N a m a   :  Drs.  SUHARJO D.  MAKALALAG, M.Ed 

     Kewarganegaraan :  Indones ia

     Peker j aan                :  Pegawai  Neger i  Sip i l  

     A l  a m a t               :  Desa  Solok ,  Kecamatan  

Lolak ,  Kabupaten  Bolaang  

                                             Mongondow

I I .  N a m a                :  HASNA MOKODOMPIT 

    Kewarganegaraan   :  Indones ia

    Peker j aan                :  Pens iunan  Pegawai  

Neger i  Sip i l  

    A l  a m a t               :  Desa   Pass i  I ,    Kecamatan  

Pass i    Bara t    

                                             Kabupaten  

Bolaang  Mongondow

                                  Dalam hal  in i  

d iwak i l i  o leh  Kuasa Hukumnya :

       1.   VERI  SATRIA DILAPANGA, SH;
       2.   OSMOND, SH ;

Keduanya  berkewarganegaraan  Indones ia ,  

peker j aan  Advokat ,    bera lamat  pada  

Kanto r  Advokat  Ver i  Sat r i a - Ahmad  WS 

Di lapanga  &  Par tne rs ,  Ja lan  Adampe 

Dolo t ,  No.  192  Kotamobagu,  Sulawes i  

Utara ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus,  

te r t angga l  25 Pebruar i  2011 ;   

            Selan ju t nya  disebu t  

sebaga i . . . . PARA PENGGUGAT;

M   E   L   A   W   A   N

    Nama Jabatan   :  KOMISI      PEMILIHAN     UMUM 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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KABUPATEN 
             BOLAANG  MONGONDOW 

 Tempat  kedudukan   :  Ja lan    Br ig j en    Katamso   No.  

59   Kotamobagu 

                                           Sulawes i  Utara  

     Dalam. . . . . . . . /  

1.

Dalam  hal  in i  d iwak i l i  o leh  Kuasa  

Hukumnya :

     1.   DANTJE KALIGIS,  SH;
     2.   DECROLY RAINTAMA, SH ;

Keduanya  berkewarganegaraan  Indones ia ,  

peker j aan  Advokat /  Penasehat  Hukum 

bera lamat  di  Gedung  Granada,  Ja lan  A.  

Yani  No.05  Kelu rahan  Sar io  Tumpaan  

Kecamatan  Sar io  Kota  Manado,  

berdasarkan  Sura t  Kuasa  te r t angga l  14 

Maret  2011 ;   

          Selan ju tnya  disebu t  sebaga i  

. . . . . . . . . . . . . TERGUGAT ;

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  te rsebu t  ;

-  Telah  membaca berkas  perkara  yang  bersangku tan  ;

-  Telah  membaca   Penetapan  Ketua   Pengad i l an  Tata   Usaha 

Negara    Manado 

   Nomor  :  07/Pen .MH/TUN/20 11/PTUN.Mdo.  tangga l  11  Maret  

2011,   ten tang  Penun jukkan  Maje l i s  Hakim ;

- Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Sidang ,  Nomor  :  

07/Pen.HS/TUN/2 011/PTUN.Mdo,  tangga l  11  Maret  2011,  

ten tang  Penetapan  Har i  Sidang  ;

- Telah  mendengar  para  p ihak  yang  berperka ra  ;

- Telah  memer iksa  bukt i - bukt i  sura t  dan  mendengarkan  

kete rangan     saks i - saks i  para  pihak  dipe rs i dangan  ;

- Telah  memperhat i kan  sega la  sesuatunya  da lam 

pers idangan  ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  berdasarkan  Sura t  

Gugatannya  te r t angga l  07  Maret  2011,  yang  dida f t a r kan  pada  

Kepani te raan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Manado,  tangga l  

07  Maret  2011,  dengan  Regis te r  Nomor  :  07/G/20 11/PTUN.Mdo,  

mengajukan  gugatan  dengan  dal i l - da l i l  sebaga i        ber i ku t  

:

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

Bahwa  pada  tangga l  22  Februar i  2011  Para  Penggugat  

mengetahu i  Tergugat  te lah  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  yang  

menjad i  obyek  sengketa  ya i t u  :  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Kabupaten  Bolaang  Mongondow   No.  

tangga l  21  Februar i  2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  

Bupat i  dan Waki l  

Bupat i  Menjad i  Peser ta  Pemi l i han  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Bolaang  

Mongondow. . . . . . . /  

2.

Mongondow  Tahun  2011  sedangkan  Para  Penggugat  mengajukan  

gugatan  pada 

tangga l  07  Maret  2011,  maka  dengan  demik ian  Sura t  gugatan  

yang  dia j ukan  oleh  Para  Penggugat  be lum  meleb ih i  90  

(Sembi l an  puluh )  har i  dan  masih  da lam  tenggang  waktu  

sebaga imana  yang  dia tu r  pada  Pasal  55 Undang- Undang Nomor  :  

5 Tahun  986  yang  te lah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9  

Thun 2004 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  ;

Adapun alasan- a lasan  gugatan  Para  Penggugat  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :

1.  Bahwa  Negara  k i t a  adalah  negara  hukum  ( rech t  s taa t )  

bukan  negara  kekuasaan  (macht  s taa t ) .  Oleh  karena  i t u ,  

berkenaan  dengan  pelaksanaan  pemi lukada ,  demokras i  yang  

sedang  dan  akan  te rus  ber langsung  mela lu i  pemi lukada ,  

penye lenggara  pemi lukada  waj ib  hukumnya  mentaat i  atu ran  

berdasarkan  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  13  

tahun  2010.  Selan ju t nya  set i ap  warga  Negara  secara  

eksp l i s i t  te lah  di j am in  hak- haknya  ya i t u  berhak  dip i l i h  

sebaga imana  dimaksud  da lam Pasa l  27 dan 28D Undang Undang  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Dasar  1945.

2.   Bahwa berkenaan  dengan  hal  d i  atas ,  pada  tangga l  10  

Januar i  2011,  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Bolaang  

Mongondow te lah  membuka pendaf ta ran  pemi l i han  umum Bupat i  

dan  Waki l  Bupat i  Bolaang  Mongondow  Per iode  2011- 2016,  

se lama 4 (empat )  har i  te rh i t ung   se jak  tangga l  10 Januar i  

sampai  dengan  13  Januar i  2011.  Maka,  pada  tangga l  13  

Januar i  2011  pasangan  ca lon  Drs .  SUHARJO D MAKALALAG,  

M.Ed  dan  HASNA MOKODOMPIT  te l ah  mendaf ta r kan  di r i  ke  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Bolaang  Mongondow.

3.   Bahwa  pada  tangga l  13  Januar i  2011,  para  Penggugat  

te l ah  mendaf ta r kan  di r i  sebaga i  Bakal  Calon  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Bolaang  Mongondow  per iode  2011- 2016,  d i  

kanto r  Tergugat ,  sebaga imana  te rnya ta  dar i  Ber i t a  Acara  

Pendaf ta ran  te r t angga l  13 Januar i  2011;

4.   Bahwa pendaf t a r an  Penggugat  sebaga i  Baka l  Calon  Bupat i  

dan Waki l  Bupat i  te r sebu t  te lah  didukung  o leh  Gabungan 17  

( tu j uh  belas )  Par ta i  Pol i t i k  yang  mempunyai  suara  sah  

pada  Pemi lu  Anggota  DPRD tahun  2009  dengan  jumlah  suara  

sah  se lu ruhnya  17.430  ( tu j uh  belas  r i bu  empat  ra tus  t i ga  

puluh)  atau  leb ih  dar i  15%  ( l ima  be las  persen) ,  

sebaga imana  disya ra t kan  Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Nomor  13  Tahun  2010  ten tang  Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  

Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah;

5.  Bahwa . . . . . . . . /  

3.

5.   Bahwa  pada  saat  pendaf ta ran  d i  kanto r  Tergugat ,  

Tergugat  te lah  menghi tung  satu - persa tu  jumlah  suara  sah  

se lu ruh  par ta i  po l i t i k  pendukung  dan  melakukan  

k la r i f i k a s i  dengan  pimpinan  par ta i  po l i t i k  yang  iku t  

had i r  d i  kanto r  Terguga t .  Dengan  demik ian ,  maka 

pendaf t a ran  Baka l  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Bakal  

Pasangan  Calon  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Bolaang  Mongondow 

per i ode  2011- 2016 adalah  sah menuru t  hukum;

6.  Bahwa Gabungan  17 Par ta i  Pol i t i k  dengan  jumlah  suara  sah  

se lu ruhnya  17.430  atau  leb ih  dar i  15%  dar i  jumlah  

pero lehan  suara  sah  Pemi lu  Tahun  2009,  yang  mengusung  

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
para  Penggugat  Bakal  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Bolaang  Mongondow te rsebu t ,  ya i t u  :  

a. Par ta i  Bin tang  Reformas i  (PBR) ;

b. Par ta i  Pedul i  Rakyat  Nasiona l  (PPRN);

c. Par ta i  Bulan  Bin tang  (PBB) ;

d. Par ta i  Buruh  (PB) ;

e. Par ta i  Kas ih  Demokras i  Indones ia  (PKDI ) ;

f . Par ta i  Keadi l an  dan Persa tuan  Indones ia  (PKPI ) ;

g. Par ta i  Persa tuan  Daerah  (PPD) ;

h. Par ta i  Demokras i  Pembaharuan  (PDP) ;

i . Par ta i  Republ i kan  (PR) ;

j . Par ta i  Pelopor  (  PR ) ;

k. Par ta i  Persa tuan  Indones ia  Baru  (PIB) ;

l . Par ta i  Pemuda Indones ia  (PPI ) ;

m. Par ta i  Matahar i  Bangsa (PMB);

n. Par ta i  Indones ia  Sejah te ra  (PIS) ;

o. Par ta i  Demokras i  Kebangsaan  (PDK) ;

p. Par ta i  Sar i ka t  Indones ia  (PSI ) ;

q. Par ta i  Nasiona l  Banteng  Kemerdekaan  Indones ia  

(PNBKI ) ;

7.   Bahwa  hingga  har i  te rakh i r  pendaf ta ran ,  tangga l  13  

Januar i  2011,  te rdapa t  6 (enam)  Pasang  Bakal  Calon  Bupat i  

dan Waki l  Bupat i  Per iode  2011- 2016,  ya i t u :

1. Pasangan  Drs .  SALEH BINOL dan HERAWATI POMO;

2. Pasangan  I r .  LIMI  MOKODOMPIT  dan  MEYDI 

PANDEIROTH;

3. Pasangan  SALIHI  B.  MOKODONGAN dan YANI  R TUUK;

4. Pasangan  Drs .  SUHARJO D.  MAKALALAG,  M.Ed  dan 

HASNA MOKODOMPIT (  Para  Penggugat ) ;

5.  Pasangan. . . . . . . /  

4.

5. Pasangan  ADITYA ANUGERAH MOHA,  S.Ked  dan  I r .  

NORMA MAKALALAG;
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6. Pasangan  SAMSURIJAL  MOKOAGOW dan  NURDIN 

MOKOGINTA.  

8.  Bahwa  sete lah  Tergugat  menyatakan  pendaf t a ran  para  

Penggugat  te l ah  memenuhi  syara t ,  akan  te tap i  pada tangga l  

19 Januar i  2011 Tergugat  menyura t i  Penggugat  dengan  Sura t  

No.  239/KPU- BM/  I / 2011 ,  te r t angga l  19  Januar i  2011,  

per i ha l :  k la r i f i k a s i  Kelengkapan  berkas  baka l  ca lon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Bolmong.  Menanggap i  permin taan  

Tergugat  da lam sura t  te r sebu t ,  Penggugat ,  te l ah  memenuhi  

permin taan  Tergugat ;

9.   Bahwa pada  tangga l  21  Januar i  2011  Tergugat  menyura t i  

para  Penggugat  lag i  dengan  Sura t  No.  235/KPU- BM/I2011 ,  

te r t angga l  21  Januar i  2011,  per iha l ;  k la r i f i k a s i .  

Menanggap i  permin taan  Terguga t  in i pun  Penggugat  te lah  

memenuhi  permin taan  Tergugat ;

10.  Bahwa  pada  har i  yang  sama,  ya i t u  tangga l  21  Januar i  

2011,  Tergugat  kembal i  menyura t i  para  Penggugat  dengan  

Sura t  No.  249/KPU- BM/I /2011 ,  te r t angga l  21 Januar i  2011,  

per i ha l :  penegasan.  Dan  te rhadap  permin taan  Tergugat  

te rsebu t  pun,  te l ah  dipenuh i  o leh  Penggugat .  Singka tnya ,  

se lu ruh  permin taan  Tergugat  berkenaan  dengan  pendaf ta ran  

Penggugat  sebaga i  pasangan  ca lon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Bolang  Mongondow per iode  2011- 2016  te l ah  dipenuh i  dengan  

baik  o leh  para  Penggugat ;

11.  Bahwa  pada  tangga l  22  Februar i  2011,  para  Penggugat  

mener ima  Sura t  No.  262/KPU- BM/I I / 2011 ,  per iha l :  

pember i t ahuan ,  yang  pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa 

Penggugat  t i dak  memenuhi  syara t  admin is t r a s i  untuk  

di te t apkan  sebaga i  pasangan  ca lon .  Oleh  karena  sura t  

pember i t ahuan  dar i  Terguga t  te rsebu t  dengan  alasan  t i dak  

memenuhi  syara t  admin i s t r a s i ,  maka  Penggugat  dan  para  

pengurus  Par ta i  Pol i t i k  pengusungnya  merasa  sangat  

berkebera tan  dan  kemudian  datang  ke  Kanto r  Terguga t  d i  

Ja lan  Br ig j en  Katamso  No.59 ,  Kotamobagu,  untuk  ber temu  

dengan Terguga t .

Dalam  per temuan  di  Kanto r  Tergugat ,  para  Penggugat  

memper tanyakan ,  apa  alasan  Tergugat  menyatakan  bahwa 

para  Penggugat  t i dak  memenuhi  syara t  admin i s t r a s i  untuk  
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di te t apkan  sebaga i  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Per iode  2011- 2016.  

Tergugat  menyatakan  bahwa  ada  6  (enam)  pimpinan  Par ta i  

Pol i t i k  pendukung  para  Penggugat ,   te lah  digan t i  dengan  

pejaba t  la i n  yang  disebu t  Pl t ,   ya i t u :  Par ta i  

Buruh . . . . . . . /  

5.

Buruh   (PB) ,   Par ta i  Keadi l an  dan  Persa tuan  Indones ia  

(PKPI ) ,  Par ta i  Pedul i  

Rakyat  Nasiona l  (PPRN),  Par ta i  Indones ia  Sejah te ra  

(P IS) ,  Par ta i  Bulan  Bin tang  (PBB) ,  dan  Par ta i  

Pembangunan  Daerah  (PPD) .  Sela in  i t u ,  d isebu tkan  pula  

bahwa  Par ta i  Demokras i  Pembaruan  t i dak  te rda f t a r  d i  

Depar temen  Hukum  dan  HAM.  Para  Penggugat  sangat  

berkebera tan  dan  menyatakan  pro tes  atas  pernya taan  

Tergugat  te r sebu t .  

Sebab,  pada  saat  pendaf ta r an ,  Penggugat  dan  se lu ruh  

Par ta i  Pol i t i k  Pengusung,  te lah  memenuhi  semua 

persya ra tan  yang  d ibu tuhkan  dalam  pendaf ta r an  dan  yang  

dimin takan  kemudian  oleh  Tergugat .  Apalag i  sebe lumnya  

Tergugat  t i dak  pernah  mempersoa lkan  hal - ha l  i t u .  

Tergugat  hanya  minta  agar  Para  Penggugat  melengkap i  

data - data  Pasangan  Calon  dan  susunan  pengurus  Par ta i  

Pol i t i k  pengusungnya .  Selu ruh  permin taan  Tergugat  

te rsebu t  sudah  dipenuh i  Penggugat ;  

12.  Bahwa  t i ndakan  Terguga t  te rsebu t  d i  atas ,  merupakan  

pelanggaran  atas  keten tuan  Pasal  7  ayat  (3 )  Pera tu ran  

Komis i  Pemi l i han  Umum No.  13  Tahun  2010  ten tang  Pedoman 

Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah ,  yang  se lengkapnya  berbuny i  

sebaga i  ber i ku t  :   

“Par ta i  Pol i t i k  atau  gabungan  Par ta i  Pol i t i k  yang  sudah  

mengajukan  baka l  pasangan  ca lon  dan  sudah  menanda-

tangan i  kesepaka tan  penga juan  baka l  pasangan  ca lon ,  

t i dak  dibenarkan  menar i k  dukungan  kepada  baka l  pasangan  

ca lon  yang  bersangku tan ,  dengan  keten tuan  apab i l a  par ta i  

po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  te tap  menar i k  

Disclaimer
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dukungan  te rhadap  baka l  pasangan  ca lon  yang  

bersangku tan ,  par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  

po l i t i k  te rsebu t  d i  anggap  te tap  mendukung  baka l  

pasangan  ca lon  yang  te l ah  dia j ukan . ”   

13. Bahwa   akan  te tap i  te rnya ta  Tergugat  t i dak  

menghi raukan  sama  seka l i  pro tes  dan  kebera tan  yang  

dia jukan  oleh  para  Penggugat .  Leb ih  parah  lag i ,  tanpa  

dasar  dan  alasan  yang  sah  menuru t  hukum,  Tergugat  

te l ah  menerb i t kan  Sura t  Keputusan   tangga l .  21 

Februar i  2011,  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Bupat i  

dan  Waki l  Bupat i  menjad i  Peser ta  Pemi l i han  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Bolaang  

Mongondow Tahun  2011,  tanpa  memasukkan  nama Penggugat  

se laku  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Bolaang  

Mongondow;

14.Bahwa. . . . . . . /

6.

14.  Bahwa  dengan  di te rb i t k annya  sura t  keputusan  te rsebu t  

pada  but i r  11  di  atas  oleh  Tergugat ,  je l as  merupakan  

arogans i  seka l i gus  pelanggaran  atas  hak  kons t i t u s i o na l  

Penggugat ,  dan  kesewenang- wenangan  Tergugat  yang  

ber ten tangan  dengan  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  

baik ,  yang  menimbulkan  kerug ian  mater i l  maupun  mor i l  

bag i  para  Penggugat .

15.  Bahwa  d i  samping  i t u ,  Tergugat  sebaga i  penye lenggara  

pemi lukada  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow te rnya ta  belum 

menja lankan  tugas  dan  kewaj i bannya  dengan  baik  dan benar  

sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku .  

Hal  mana  te rbuk t i  dengan   keberadaan  kanto r  Tergugat  

yang  te rdapa t  d i  2 (dua)  lokas i  yang  berbeda ,  ya i t u :  d i  

J l .  Br ig j en  Katamso  No.  59,  Kotamobagu,  dan  d i  Desa  

Mongko in i t ,  Kecamatan  Lo lak ,  Kabupaten  Bolaang  

Mongondow.  Dengan  keadaan  in i ,  ada  kecenderungan  

t i ndakan  Tergugat  da lam  proses  pemi lukada  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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mengabaikan   asas  ju j u r  dan  adi l   yang  berpo tens i  

merug ikan  para  Penggugat  se laku  sa lah  satu  baka l  ca lon  

peser ta  pemi lukada .  Tergugat  melakukan  keg ia tan  

penetapan  ca lon  peser ta  pemi lukada  dan  pengund ian  nomor  

uru t  d i  Desa  Mongko in i t ,  Lo lak .  Padaha l  sebe lumnya  

proses  dan  keg ia tan  la i nnya  se la l u  di l akukan  kanto r  

Tergugat  d i  Kotamobagu.  Sungguh  i r on i s ,  sebab   h ingga  

saat  in i  te rnya ta  Tergugat  be lum  menyerahkan  Sura t  No.  

262/KPU- BM/I I / 2011 ,  per iha l :  pember i t ahuan ,  ber i ku t  

lampi rannya ,  dan  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Bolaang  Mongondow  ten tang  Penetapan  Pasangan  

Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Bolaang  Mongondow,  

te r t angga l  21  Februar i  2011,  kepada  para  Penggugat .  

Padaha l  ber i t a  bahwa  para  Penggugat  te l ah  d inya takan  

t i dak  memenuhi  syara t  admin is t r a s i  untuk  di te t apkan  

sebaga i  pasangan  ca lon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Bolaang  

Mongondow per iode  2011- 2016,  te lah  te rs i a r  dan  te rdengar  

di  mana- mana;   

16.  Bahwa  karena  kepent i ngan  Para  Penggugat  yan g sangat  

mendesak  apab i l a  Sura t  Keputusan  yang  menjad i  obyek  

sengketa  akan  d i l aksanakan ,   dengan  in i  pada  tangga l  22  

Maret  2011,  dengan  in i   Para   Penggugat   mohon  kepada  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Manado  agar  dapat  

menetapkan  pemer iksaan  perkara  in i  dengan  acara  cepat  

sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  98  Undang- Undang  Nomor  5  

Tahun 1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ;

17.Bahwa. . . . . . /  

7.

17.  Bahwa  Para  Penggugat  mohon  k i ranya  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Manado  agar  dapat  menerb i t kan  Penetapan  

Penundaan  Pelaksanaan  Sura t  Keputusan  yang  menjad i  obyek  

sengketa ,  sesua i  Pasa l  67  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  Tentang  Perada i l an  Tata  Usaha Negara  ,   berdasarkan  

alasan- alasan  sebaga i  ber i ku t :

a.  Kepent i ngan     Para    Penggugat    yang    sangat  

d i rug i kan   apab i l a    Sura t     

Disclaimer
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    Keputusan  yang menjad i  obyek  sengketa  d i l aksanakan  ;

b. Apabi l a  Pemi l i han  Umum Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

te tap  di l aksanakan  akan  melanggar  hak- hak  

konst i t u s i ona l  Penggugat  se laku  Pasangan  Calon  

Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Bolaang  Mongondow Per iode  

2011- 2016,  yang  t i dak  te rpu l i h kan ;

Berdasarkan  hal - ha l  te ru ra i  d i  atas ,  Penggugat  

dengan  in i  mohon kepada  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Manado,  agar  berkenan  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  in i ,  

kemudian  memutus  sebaga i  ber i ku t  :

- Mengabulkan  permohonan  para  Penggugat  untuk  memer iksa  

dan mengadi l i  perka ra  dengan acara  cepat ;

DALAM PENUNDAAN :

Mengabulkan  Permohonan  para  Penggugat  untuk  menunda 

pelaksanaan  Sura t  Keputusan   Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Bolaang  Mongondow  No.  …            tangga l  21  

Februar i  2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Menjad i  Peser ta  Pemi l i han  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Tahun 2011 

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  se lu ruhnya ;

2. Menyatakan  bata l  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Bolaang  Mongondow,  te r t angga l  21  Februar i  

2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  Menjad i  Peser ta  Pemi l i han  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Bolaang  Mongondow  Tahun  2011  yang  di te rb i t k an  o leh  

Tergugat  ;

3. Memer in tahkan  Tergugat   (  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Bolaang  Mongondow  )  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Bolaang  

Mongondow,  te r t angga l  21  Februar i  2011  ten tang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Menjad i  Peser ta  Pemi l i han  Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow 

Tahun 2011 ;

4.Memer in tahkan . . . . . . . /

8.

Disclaimer
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4. Memer in tahkan  Tergugat  untuk  memasukkan  nama  para  

Penggugat ,  Drs .  SUHARJO D.  MAKALALAG,  M.Ed  dan  HASNA 

MOKODOMPIT  se laku  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Bolaang  Mongondow per iode  2011- 2016,  d i  da lam 

sura t  keputusan  Tergugat  se laku  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Bolaang  Mongondow ;  

5. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  in i .

Menimbang,  bahwa  pada  har i  s idang  yang  te l ah  

di ten tukan ,  para  p ihak  datang  menghadap  masing- masing  o leh  

Kuasa  Hukumnya  dan  sesua i  keten tuan  pasa l  74  ayat  (1 )  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  pemer iksaan  sengke ta  

diawa l i  dengan  pembacaan  sura t  gugatan  yang  te l ah  

disempurnakan  dan  pihak  Para  Penggugat  menyatakan  ber te tap  

pada sura t  gugatannya  ;

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Para  Penggugat  te rsebu t  

p ihak  Terguga t  mela lu i  Kuasa  Hukumnya  te l ah  mengajukan  

Jawaban   te r t angga l  14  Maret  2011,   yang  is i nya  adalah  

sebaga i  ber i ku t  :

DALAM EKSEPSI.

-  Bahwa  gugatan  Penggugat  kabur  dan  t i dak  je l as  (obscuur  

l i b l e ) ,  sebab  dalam  pos i t a  gugatan  Penggugat  mendal i l k an  

bahwa  Tergugat   te l ah  melakukan  perbua tan  melawan  hukum 

dengan  t i dak  melo loskan  Penggugat  sebaga i  Pasangan  Calon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Tahun  

2011- 2016  yang  diusung  17  Par ta i  Pol i t i k  ya i t u  PBR,  PPRN,  

PBB,  PARTAI  BURUH, PKDI ,  PKPI ,  PPD,  PDP,  PARTAI  REPUBLIK,  

PARTAI  PELOPOR,  PIB,  PPI ,  PARTAI   MATAHARI  BANGSA,  PIS,  

PDK,  PSI ,  PNBK.  Sementaara  da lam  pet i t umnya ,  Penggugat  

meminta  agar  Tergugat  mencabut  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum (Terguga t ) ,  Nomor  8 Tahun  2011,  tangga l  21  

Pebruar i  2011,  d imana  dalam sura t  keputusan  te rsebu t  te l ah  

di t e t apkan  Pasangan  Calon   Bupat i  dan Waki l  Bupat i  Bolaang  

Mongondow  Tahun  2011- 2016,  pada  Pemi lukada  Kabupaten  

Bolaang  Mongondow Tahun 2011 ;

-  Bahwa  dengan  adanya  permin taan  Penggugat  untuk  

membata lkan  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum (Terguga t ) ,  

Nomor  8 Tahun  2011,  tangga l  21  Pebruar i  2011,  akan  sangat  

Disclaimer
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merug ikan  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Bolaang  

Mongondow Tahun  2011- 2016  yang  diusung  Par ta i  Pol i t i k  yang  

la i n  se la i n  17  Par ta i  Pol i t i k   yang  mengusung  Penggugat ,  

dengan  kata  la i n  akan  te r j ad i  seo lah - olah  hanya  satu  sa ja  

pasangan  ca lon  peser ta  Pemi lukada  Bolaang  Mongondow Tahun  

2011 yang sah peser ta  Pemi lukada  ;

Dalam. . . . . . . /  

9.

Dalam  hal - ha l  yang  te ru ra i  d ia tas ,  mohon  agar  k i ranya  

Maje l i s  Hakim  menyatakan  gugatan  Penggugat   t i dak  dapat  

d i te r ima  (n ie t  ontvanke l i j k  verk l aa rd )  ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa  pada  pr ins i pnya  

Tergugat  dengan  tegas  

menolak  kese lu ruhan  

dal i l - da l i l  gugatan  

Penggugat  te rkecua l i   ha l -

ha l  yang  d iaku i  secara  

tegas- tegas  o leh  Penggugat  

;

2. Bahwa  ha l - ha l  yang  te l ah  

diu ra i kan  dalam  ekseps i  

ada lah  juga  merupakan  

bag ian  yang  tak  te rp i sahkan  

dengan  bag ian  dalam  pokok  

perkara  in i  ;

3. Bahwa  pos i t a  gugatan  

Penggugat  po in  1  s/d  7 

ada lah   benar  proses  

Pemi lukada  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Bolaang  

Mongondow Tahun  2011  te l ah  

di l aksanakan  sesua i  

keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  

ber l aku  dan  sesua i  tahapan  

Pemi lukada  yang  di te t apkan  

Tergugat  dan  da lam  tahapan  

pendaf t a ran  Calon  Bupat i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan  Waki l  Bupat i  tangga l  

10- 13  Januar i  2011  te l ah  

mendaf ta r  dan  di te r ima  6 

(enam)  Pasangan  Baka l  Calon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Bolaang  Mongondow 

ya i t u  :

a.  Pasangan  Drs .  SALEH BINOL dan HERAWATI POMO; 

    b.  Pasangan  I r .  LIMI  MOKODOMPIT dan MEYDI PANDEIROTH;

    c.  Pasangan  SALIHI  B.  MOKODONGAN dan YANI  R TUUK;

    d.  Pasangan      Drs .     SUHARJO   D.     MAKALALAG, 

M.Ed     dan     HASNA 

        MOKODOMPIT (  Para  Penggugat ) ;  

    e.  Pasangan      ADITYA    ANUGERAH   MOHA,     S.Ked  

dan    I r .    NORMA 

        MAKALALAG; 

    f .   Pasangan  SAMSURIJAL MOKOAGOW dan NURDIN MOKOGINTA;  

4. Bahwa benar  Penggugat  te l ah  

mendaf ta r  sebaga i  Baka l  

Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Bolaang  

Mongondow  dan  te lah  

memenuhi  syara t  baka l  ca lon  

sesua i  amanat  pasa l  4  ayat  

(1 )  huru f  b  Pera tu ran  KPU 

Nomor  13  Tahun  2010,  yang  

didukung  17  Par ta i  Pol i t i k  

yang  pero lehan  suaranya  

dia tas  15 % ;

5. Bahwa pos i t a  angka  8 s/d  10 

gugatan  Penggugat  benar ,  

d imana  mekanisme  sesua i  

tahapan  Pemi lukada  

Kabupaten  Bolaang  Mongondow 

Tahun  2011  yang  te l ah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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di te t apkan  Tergugat  dan 

baka l  ca lon  Bupat i  dan 

Waki l  Bupat i  yang  te rda f t a r  

d i l akukan  pene l i t i a n  

berkas ,  bahwa  te rnya ta  

ke lengkapan  berkas  

persya ra tan  admin is t r a s i  

Penggugat  be lum  lengkap  

seh ingga  Tergugat  te l ah  

member i t ahukan . . . . . . . /  

10.

member i t ahukan  Penggugat  untuk  memperba ik i  dan  menambah 

berkas  persyara tan  admin is t r a s i  yang  d inya takan  t i dak  

lengkap  dan  t i dak  memenuhi  syara t  o leh  Terguga t  sesua i  

amanat  da lam pasa l  9 dan  pasa l  10  Pera tu ran  KPU Nomor  13  

Tahun 2010 ;

6. Bahwa  pos i t a  gugatan  

Penggugat  angka  11  t i dak  

benar  sebab  sete lah  berkas  

persya ra tan  admin is t r a s i  

Penggugat  dinya takan  

lengkap ,  maka  di l an j u t k an  

dengan  tahapan  ver i f i k a s i  6 

(enam)  Pasangan  Baka l  Calon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Bolaang  Mogondow,  

te rnya ta  di temukan  adanya  6 

(enam)  Par ta i  Pol i t i k  dar i  

17 Par ta i  Pol i t i k  Pengusung  

Penggugat  yang  

kepengurusannya  ganda  dan 

mengusung  2  (dua)  Pasangan  

Bakal  Calon  Bupat i  dan 

Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Bolaang  Mongondow  yang  

berbeda  ya i t u  Par ta i  Buruh ,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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PKPI ,  PBB,  PPD,  PDP  dan 

PPRN (bukan  PIS  sebaga imana  

dalam  gugatan  Penggugat ) ,  

se lan ju t nya  Terguga t  

melakukan  ver i f i k a s i  ke  

Pimpinan  Pusat  6  (enam)  

Par ta i  Pol i t i k   te rsebu t  

sesua i  amanat  da lam  pasa l  

61  ayat  (1 )  Pera tu ran  KPU 

Nomor  13  Tahun  2010  dan  

has i l  ver i f i k a s i  te r sebu t  

te rnya ta  o leh  Pimpinan  

Pusat  ke  6  (enam)  Par ta i  

Pol i t i k  Pengusung  Penggugat  

dinya takan  t i dak  sah  ;

7. Bahwa  dengan  d inya takan  

t i dak  sah  kepengurusan  ke  6 

(enam)  Par ta i  Pol i t i k  yang  

mengusung  Penggugat  sebaga i  

baka l  ca lon ,  maka  secara  

otomat i s  Penggugat  t i dak  

di te t apkan  sebaga i  Pasangan  

Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Bolaang  

Mongondow dalam pelaksanaan  

Pemi lukada  Kabupaten  

Bolaang  Mongondow  Tahun 

2011 ;

8. Bahwa  angka  12  pos i t a  

gugatan  Penggugat  t i dak  

benar ,  sebab  t i dak  ada 

Par ta i  Pol i t i k  yang  menar i k  

dukungan  te rhadap  Pasangan  

Bakal  Calon  Bupat i  dan 

Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Bolaang  Mongondow da lam ha l  

in i  Penggugat .  Yang te r j ad i  

ada lah  Pengurus  ke  6 (enam)  

Par ta i  Pol i t i k  ( te r sebu t  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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pada  angka  6  dia tas )  yang  

mengusung  Penggugat  ada lah  

Pengurus  yang  t i dak  sah,  

dengan  demik ian  Tergugat  

t i dak  melanggar  keten tuan  

pasa l  7  ayat  (3 )  Pera tu ran  

KPU Nomor 13 Tahun 2010 ;

9. Bahwa  menyangkut  a lamat  

kanto r  Tergugat  yang  o leh  

Penggugat  dinya takan  

berp indah- pindah  seh ingga  

mengurang i  pelayanan  

Tergugat  te rhadap  proses  

tahapan  Pemi lukada  

Kabupaten  Bolaang  Mongondow 

ada lah  dal i l  yang  mengada-

ada  dan  t i dak  berdasar ,  

sebab  se jak  Kabupaten  

Bolaang  Mongondow  be lum 

dimekarkan  menjad i  5 ( l ima )  

Kabupaten /Ko ta ,  Kanto r  KPU 

Bolaang . . . . . . . /  

11.

Bolaang  Mongondow/Terguga t  bera lamat /be r kedudukan  di  

Ja lan  Br ig j en  Katamso  No.  59  Kotamobagu  dan  Pemi lukada  

Kabupaten  Bolaang  Mongondow Tahun 2011 te l ah  di l aksanakan  

sesua i  dengan  mekanisme  dan  tahapan  yang  di te t apkan  oleh  

Tergugat  ;

10.  Bahwa  angka  15  pos i t a  gugatan  Penggugat  ada lah  t i dak  

benar ,  sebab  pada  angka  11  pos i t a  gugatan ,  Penggugat  

mengaku i  te lah  mener ima   Sura t    Nomor  :  262/KPU-

BM/I I / 2011 ,  ten tang  Pember i t ahuan  yang  in t i n ya  menyatakan  

Penggugat  t i dak  memenuhi  syara t   untuk  di te t apkan  sebaga i  

Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Bolaang  

Mongondow  2011- 2016,  seh ingga  dengan  demik ian  Tergugat  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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t i dak  waj ib  menyerahkan  Sura t  Keputusan  KPU  Bolaang  

Mongondow Nomor  8  Tahun  2011,  ten tang  Penetapan  Pasangan  

Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Bolaang  Mongondow per iode  

2011- 2016  pada  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow Tahun 2011 ;

11.  Bahwa  permohonan  Penetapan  Penundaan  Pelaksanaan  Sura t  

Keputusan  

      Objek  Sengketa  adalah  t i dak  berdasar  dan  harus  

dikesampingkan  karena  ber ten tangan  dengan  Sura t  Edaran  

Mahkamah Agung  RI  Nomor   7  Tahun  2010  yang  pada  in t i n ya  

menje laskan  bahwa proses  penye lesa ian  sengke ta  Pemi lukada  

di  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  d ian ju r kan  t i dak  

mengganggu proses  tahapan  Pemiukada  ;

12.  Bahwa   da l i l - da l i l   gugatan   se la i n   dan   se leb ihnya  

Tergugat    to l ak    sebaga i      

      da l i l - da l i l  yang t i dak  berdasar  ;

Dar i  ha l - ha l  yang  te l ah  diu ra i kan  dia tas ,  mohon dengan  

hormat  agar  k i ranya  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Manado  da lam  mempert imbangkan  perkara  in i  akan  

menja tuhkan  putusan  menolak  untuk  se lu ruhnya  gugatan  

Penggugat  atau  set i dak - t i daknya  menyatakan  gugatan  

Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  baik  Para  Penggugat  maupun  Tergugat  

t i dak  mengajukan  Repl i k  dan Dupl i k  ;   

Menimbang  bahwa pada  tahap  pembukt i an  Penggugat  te l ah  

mengajukan  ala t  bukt i  sura t  berupa  fo to  copy,  bermete ra i  

cukup  dan  te lah   d i l ega l i s i r   d i  Kepani te r aan  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Manado  ser ta  dicocokkan  sesua i  dengan  

as l i nya  ;  (kecua l i  buk t i  P.1 ,  bukt i  P.2 ,  bukt i  P.4 ,  bukt i  

P.5 ,   bukt i  P.6 ,  bukt i  P.15,  P.31 ,  P.32 ,  P.33  dan P.34)  ;

Ala t . . . . . . . /  

12.

Ala t  bukt i  sura t  te rsebu t  d ibe r i  tanda  bukt i  P.1  s/d  bukt i  

P.34 ,  sebaga i  ber i ku t  :

1.  Bukt i  P.1      :  Lampi ran  :  Keputusan    Komis i  

Pemi l i han   Umum  Kabupaten  Bolaang  Mongondow,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :  22 Tahun 2010 tangga l  30 Nopember  2010;

2.  Bukt i  P.2       :   Ber i t a  Acara  Pendaf ta ran  dar i   Baka l  

Calon   Bupat i   dan  Waki l  

                           Waki l    Bupat i     Bolaang  

Mongondow     per iode      2011- 2016    

                           atas     nama   ya i t u    SUHARJO 

MAKALALAG   dan    HASNA 

                           MOKODOMPIT;

3.  Bukt i  P.3       :  Perse tu j uan    Dan Kesepaka tan   Ker ja  

Sama      Par ta i  -  Par ta i

                          Pol i t i k    Penca lonan      Bupat i  

Kepala      Daerah      Kabupaten  

                          Bolaang  Mongondow  Per iode  Tahun  

2011- 2016 ;

4.  Bukt i  P.4       :  Sura t  Penca lonan ,  (Mode l  B- KWK.KPU 

Par ta i  Pol i t i k )  ;

5.  Bukt i  P.5       :  Sura t  Pernya taan   Kesepakatan   Bersama 

Antara   Par ta i   Pol i t i k  

                          Peser ta  Pemi lu   Dalam  Penca lonan  

Pasangan   Calon   Kepala   

                          Daerah  Dan Waki l  Daerah,  (Mode l  

B1- KWK.KPU Par ta i  Pol i t i k )  ;

6.  Bukt i  P.6       :  Sura t     Pernya taan      Par ta i  

Pol i t i k      Dan /    Atau   Gabungan 

                          Par ta i    Pol i t i k    Tidak  

Akan      Menar i k      Penca lonan      Atas  

                          Pasangan    Calon    Kepala  

Daerah   Dan  Waki l  Kepala  Daerah ,  

                          (Mode l  B2- KWK.KPU Par ta i  Pol i t i k )  

;  

7.  Bukt i  P.7       :  Sura t    dar i    Ketua      Komis i  

Pemi l i han     Umum    Kabupaten    

                          Bolaang   Mongondow  yang  

di tu j ukan   kepada  Drs .   SUHARJO  

                          MAKALALAG,  M.Ed,   Nomor  :  

239/KPU- BM/I /2011 ,   tangga l   19 

                          Januar i  2011,  per iha l  :  

Kla r i f i k a s i   Kelengkapan   Berkas   Baka l   

                          Calon   Bupat i   dan Waki l  Bupat i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Bolmong ;                  

8.  Bukt i  P.8       :  Sura t    dar i    Ketua     Komis i  

Pemi l i han     Umum     Kabupaten    

                          Bolaang     Mongondow       yang  

di tu j ukan       kepada     Bakal   

                          Pasangan    Calon    Bupat i   dan  

Waki l    Bupat i    atas   nama  Drs .    

                          SUHARJO  MAKALALAG,  M.Ed  dan  

HASNA   MOKODOMPIT,    

                          Nomor   :    235/  KPU- BM/I /2011 ,  

tangga l     21     Januar i   2011,   

                          per iha l   :   Kla r i f i k a s i  ;

9.  Bukt i  P.9       :  Sura t    dar i    Ketua      Komis i  

Pemi l i han     Umum    Kabupaten    

                          Bolaang      Mongondow      yang  

di tu j ukan       kepada      Baka l   

                          Pasangan    Calon   Bupat i   dan  

Waki l    Bupat i    atas   nama  Drs .    

                          SUHARJO  MAKALALAG,   M.Ed  dan  

HASNA  MOKODOMPIT,    

                          Nomor  :   249/KPU- BM/I /2011 ,  

tangga l   21 Januar i  2011,  per iha l  :

                          PENEGASAN ;

10.Buk t i  P.10. . . . . . . /  

13.

10.  Bukt i  P.10   :  Sura t     Pernya taan     dar i    Drs .   ALWI  

MAMONTO,   tangga l  21 

                          Januar i  2011 ;

  11.  Bukt i  P.11  :  Sura t     Pernya taan     dar i    GAIS  KUYO,  

SE,   tangga l  21 Januar i  

                            2011 ;   

12.  Bukt i  P.12   :  Sura t   Pernya taan  dar i  HANAN DETU,  tangga l  

21 Januar i  2011 ;

  13.  Bukt i  P.13  :  Sura t       Pernya taan       dar i      Hi .  

SYARIF   WAKID  SE,   MBA,    

                            tangga l    21  Januar i  2011 ;   

14.  Bukt i  P.14  :  Sura t     Pernya taan    dar i    I r .   VERA  E.  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
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KANDOUW,  tangga l   21   

                         Januar i   2011 ;

15.  Bukt i  P.15   :  Sura t     dar i    Komis i    Pemi l i han    Umum 

Kabupaten    Bolaang   

                          Mongondow  yang      d i t u j ukan  

kepada       Bakal       Pasangan     

                          Calon     atas    nama   Drs .  

SUHARJO   MAKALALAG, M.Ed  dan 

                          HASNA      MOKODOMPIT     Nomor  

:    262 /  KPU-BM/ I I / 2011 ,     

                          tangga l   21  Pebruar i   2011,  

Per iha l  :    Pember i t ahuan  ;

16.  Bukt i  P.16   :  Sura t     dar i      Kanto r    Advokat     VERI  

SATRIA -  AHMAD  WS 

                          DILAPANGA  &    Par tne rs ,      yang  

di tu j ukan     kepada     Ketua   

                          KPU Kabupaten  Bolaang  

Mongondow,    Nomor  :   007/VS&AD/  

                          I I I / 2 011 ,   tangga l   04   Maret  

2011,   per iha l  :  SOMASI ;  

17.  Bukt i  P.17   :  Sura t     dar i      Ketua     Komis i  

Pemi l i han    Umum   Kabupaten   

                          Bolaang      Mongondow    yang  

di tu j ukan        kepada       VERI  

                          SATRIA -  AHMAD    WS    DILAPANGA 

&    Par tne rs ,     Nomor   :    

                          312/KPU- BM/I I I / 2 011 ,     tangga l  

08   Maret    2011,     Per iha l    :  

                          Jawaban Somasi  ;

18.  Bukt i  P.18   :  Sura t     dar i      Ketua     Komis i  

Pemi l i han    Umum    Kabupaten   

                          Bolaang      Mongondow     yang  

di tu j ukan       kepada       Baka l  

                          Pasangan  Calon  Bupat i   dan Waki l  

Bupat i   Kabupaten  Bol - Mong 

                          Tahun  2011,   Nomor   :   227/KPU-

BM/I /2011 ,   tangga l   9   Januar i  

                          2011,  Per iha l  :  PEMBERITAHUAN  ;  

19.  Bukt i  P.19  :  Sura t    Pernya taan    Ketua     DPC 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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Par ta i     Buruh      Kabupaten   

                         Bolaang   Mongondow,  te r t angga l  21  

Januar i  2011 ;  

20.  Bukt i  P.20   :  Sura t    Keputusan      Dewan   Pimpinan  

Daerah    Par ta i    Buruh   

                           Prov ins i     Sulawes i    Utara ,  

Nomor  :   017/S- KEP/DPD-PARTAI  

                           BURUH/XI I /  2007,   tangga l  01  

Desember  2007,  ten tang  Susunan 

                           Pengurus   DPC  Par ta i   Buruh  

(DPC- Par ta i   Buruh)   Kabupaten  

                           Bolaang  Mongondow ;

21.Buk t i  P.21. . . . . . . /

14.

21.Buk t i  P.21    :  Keputusan     Dewan   Pimpinan    Prov ins i  

Par ta i   Keadi l an   Dan     

                          Persa tuan   Indones ia     (DPP PKP 

Indones ia )     Sulawes i    Utara ,   

                          Nomor   :      08/SKEP/REV- DPK/DPP 

PKP- IND/SULUT/  IV  /  2008,   

                          tangga l  30 Apr i l   2008,    ten tang  

Dewan   Pimpinan    Kabupaten     

                          Par ta i  Keadi l an  Dan  Persa tuan  

Indones ia  (DPK PKP Indones ia )  

                          Bolaang  Mongondow  Masa  Bakt i  

2006- 2011 ;  

22.  Bukt i  P.22   :  Sura t     Keputusan     Dewan   Pimpinan  

Wilayah   Par ta i    Bulan  

                          Bin tang   Sulawes i    Utara ,     No.  

:   A- 011/SEK- SU/11/10 ,   tangga l   

                          20   Nopember    2010,   yang  

memutuskan   menunjuk  Pelaksana  

                          Tugas   (PLT)   DPC  Par ta i    Bulan  

Bin tang   Kabupaten   Bolaang  

                          Mongondow ;  

23.  Bukt i  P.23  :  Sura t  Keputusan  Pimpinan  Kolek t i f   Nasiona l  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
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Par ta i     Demokras i

                        Pembaruan,      Nomor   :  

3.5 .0091 /24 .04 /Skep /PKN- PDP/XI /2010 ,   

                        tangga l   24    Nopember     2010,  

ten tang     St ruk tu r ,    Komposis i    

                        Dan    Persona l i a    Pimpinan  

Kolek t i f    Dan    Pelaksana    Har ian   

                        Par ta i   Demokras i  Pembaruan  

Kabupaten  Bolaang  Mongondow ;  

24.  Bukt i  P.24  :  Sura t   Keputusan   Dewan   Pimpinan   Daerah  

Par ta i    Persa tuan   

                        Daerah   Sulawes i   Utara ,   No.  

23/SK/DPD- PPD/IV /2008 ,   tangga l  

                        05  Apr i l    2008,   ten tang  

Kepengurusan  Dewan Pimpinan  Cabang 

                        Par ta i  Persa tuan    Daerah  Kabupaten  

Bolaang  Mongondow ;  

25.  Bukt i  P.25  :  Sura t   Keputusan   Dewan   Pimpinan   Pusat  

Par ta i  Pedul i  Rakyat     

                        Nasiona l ,    Nomor    :  

0003.4 /DPP/SK- DPD/IV /2008 ,     tangga l    9 

                        Apr i l  2008,    ten tang   Susunan  

Kepengurusan   Dewan  Pimpinan  

                        Daerah  Par ta i  Pedul i     Rakyat  

Nasiona l  (PPRN)   Kabupaten    

                        Bolaang    Mongondow  Prov ins i  

Sulawes i  Utara  ;  

26.  Bukt i  P.26  :  Sura t   Pernya taan    dar i   SAMSUDIN  MANGGO, 

SP,  Tangga l  25 

                        Januar i  2011 ;  

27.  Bukt i  P.27  :  Sura t   Kete rangan   dar i   Kepala    Badan  

Kesatuan   Bangsa    Dan

                        L inmas   Kabupaten   Bolaang  

Mongondow,   Nomor :  B.03 /BKBL-

                        BM/89/ I I / 2 008 ,   tangga l  12 Pebruar i  

2008 ;

28.  Bukt i  P.28  :  AD/ART  &  Keputusan- Keputusan    Kongres  

2006   dar i     Par ta i

                         Buruh,    Cetakan  2008- 2009 ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
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29.  Bukt i  P.29  :  Anggaran   Dasar   dan    Anggaran   Rumah 

Tangga   dar i     Par ta i

                         Persa tuan  Daerah  ;   

30.  Bukt i  P.30  :  Anggaran    Dasar   dan   Anggaran    Rumah 

Tangga   dar i    Par ta i    

                         Demokras i   Pembaruan  ;

31.Buk t i  P.31. . . . . . . /  

15.

 

31.  Bukt i  P.31  :  Vis i ,   Mis i   Dan  Landasan    Per juangan  

Par ta i     Keadi l an    Dan

                         Persa tuan  Indones ia  ;  

32.  Bukt i  P.32  :  Sura t   Keputusan   Dewan   Pimpinan  

Nasiona l    Par ta i   Keadi l an    

                         Dan    Persa tuan       Indones ia  

(PKP  Indones ia ) ,        Nomor   :   

                         017/SKEP/DPN PKP  INDO/X/2004 ,  

tangga l    16  Oktober  2004,  

                         ten tang  Dis ip l i n  Par ta i  ;

33.Buk t i  P.33  :  Sura t  Keputusan   Pimpinan  Kolek t i f  

Nasiona l    Par ta i   Demokras i     

                         Pembaruan     (PKN PDP),       Nomor  

:   4.5 .001 /Skep /PKN- PDP/

                         V/2009,     tangga l    08    Mei  

2009,   ten tang    Rotas i /Penggan t i an

                        Jabatan    Ketua ,    Sekre ta r i s   dan  

Bendahara   Pelaksana   Har ian   

                        Pimpinan  Kolek t i f  Nasiona l   Par ta i  

Demokras i  Pembaruan  ;

34.Buk t i  P.34  :  Sura t  Keputusan  Pimpinan  Kolek t i f   Nasiona l  

Par ta i   Demokras i      

                         Pembaruan   (PKN  PDP),   Nomor   :  

XVI I   Tahun   2009,    tangga l     

                         10  Nopember   2009,     ten tang  

Tata    Cara    Penca lonan   Kader   

                         Par ta i   Dalam  Pemi l i han    Kepala  

Daerah    Sebaga i    Gubernur /

                         Waki l    Gubernur ,    Bupat i  /  Waki l  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
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Bupat i    Dan   Wal iko ta  /   Waki l  

                         Wal iko ta  ;

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  d ipe rs i dangan  juga  

te l ah  mengajukan  6  ( enam)  orang  saks i  dan  te lah  member ikan  

kete rangan  dibawah  sumpah/ jan j i  yang  pada  in t i n ya  sebaga i  

ber i ku t  :

Saks i  1 :  BENNY J.  THOPA, MBA

-  Bahwa  saks i  se laku  Ketua  DPC Par ta i  Buruh  Kabupaten  

Bolaang  Mongondow,      yang  menandatangan i  fo rmu l i r  

penca lonan  atas  nama Para  Penggugat  ;

-  Bahwa  saks i   menjaba t  sebaga i  Ketua  DPC Par ta i   Buruh  

Kabupaten  Bolaang  

   Mongondow  sampai  tahun  2012 ;

-  Bahwa  sesua i   dengan   AD /  ART,     pengusungan   Pasangan  

Calon    Bupat i    

  Bupat i   dan  Waki l  Bupat i   Kabupaten   Bolaang   Mongondow 

atas   nama   Para   

  Penggugat   te l ah  mela lu i  Rapat  Pengurus  Cabang  dan  

Rant ing  Par ta i  Buruh;

-  Bahwa  ada   17 Par ta i   Pol i t i k  yang   mengusung   Pasangan  

Calon  Bupat i  dan 

Waki l  Bupat i   atas  nama Para  Penggugat  

-  Bahwa  sampai    dengan    saat      in i ,    saks i    t i dak  

pernah   mel iha t  sura t  yang     

  menyatakan   bahwa  saks i  sudah  t i dak  lag i    Ketua  DPC 

Par ta i  Buruh  ;

-  Bahwa   Para   Penggugat   mendaf ta r  d i  KPU Kabupaten  

Bolaang   Mongondow

   ya i t u  pada tangga l  13 Januar i  2011 ;

Saks i  2.HANAN DETU.. . . . . . /  

16.

Saks i  2.  HANAN DETU

- Bahwa saks i  se laku  Ketua  DPK PKP Indones ia  Kabupaten  

Bolaang  

Mongondow.  yang  menandatangan i  fo rmu l i r  penca lonan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
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atas  nama Para  Penggugat  ;

- Bahwa  penandatanganan  kesepaka tan  17  Par ta i  Pol i t i k  

untuk  mencalonkan  para  Penggugat  ya i t u    pada  tangga l  

29 Desember  2010 ;

- Bahwa  sampai  sekarang  in i  t i dak  benar  DPK  PKP 

Indones ia  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  ada  

kepengurusan  ganda ;

- Bahwa  kepengurusan  saks i  sebaga i  Ketua  DPK   PKP 

Indones ia  Kabupaten  Bolaang    Mongondow sampai  tahun  

2011 ;

- Bahwa  t i dak  ada  ca lon  la i n  yang  diusung  oleh  Par ta i  

PKP  Indones ia  Kabupaten  Bolaang  Mongondow,  kecua l i  

Para  Penggugat  ;

- Bahwa  sete lah  mendaf ta r  dan  memasukkan   berkas  

penca lonan ,   Ketua  KPU  mengatakan  Para  Penggugat  

yang  diusung  oleh  gabungan  17  Par ta i  

Pol i t i k  te rsebu t  adalah  sah  ;

- Bahwa Para  Penggugat  mendaf ta r  sebaga i   Pasangan  Calon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i   d i  KPU Kabupaten  Bolaang  

Mongondow pada nomor  uru t   ke 4 (empat )  

Saks i  3.  I r .  VERA E.  KANDOUW

- Bahwa  saks i  se laku  Ketua  Par ta i  Demokras i  Pembaruan  

Kabupaten  Bolaang  

Mongondow.  yang  menandatangan i  fo rmu l i r  penca lonan  

atas  nama Para  Penggugat  ;  

- Bahwa  penandatanganan  kesepaka tan  17  Par ta i  Pol i t i k  

untuk  mencalonkan  para  Penggugat  ya i t u    pada  tangga l  

29 Desember  2010 ;

- Bahwa sampai  dengan  sekarang  in i  t i dak  ada  pergan t i an  

pengurus  Par ta i  Demokras i  Pembaruan  Kabuapten  Bolaang  

Mongondow ;

- Bahwa  Pimpinan  Kolek t i f  DPP  PDP  dike tua i   o leh  

Koord ina to r  Nasiona l  DPP  PDP  ya i t u   Laksamana 

Sukard i  ;

- Bahwa saks i  had i r  pada  waktu  Para  Penggugat  mendaf ta r  

d i  KPUsebaga i       Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Bolaang  Mongondow ;

- Bahwa menuru t  p ihak  KPU Kabupaten  Bolaang  Mongondow,  

Para   Penggugat  dinya takan  t i dak  lo l os   karena  

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
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berdasarkan  has i l  ver i f i k a s i  ;

Saks i  4 :  H.  SYARIF WAKID SE,  MBA

- Bahwa  saks i  se laku  Pl t .  Ketua  Par ta i  Bulan  Bin tang  

Kabupaten  Bolaang  

Mongondow.  yang  menandatangan i  fo rmu l i r  penca lonan  

atas  nama Para  Penggugat  ;  

- Bahwa. . . . . . . /  

17.

- Bahwa  penandatanganan  kesepaka tan  17  Par ta i  Pol i t i k  

untuk  mencalonkan  para  Penggugat  ya i t u    pada  tangga l  

29 Desember  2010 ;

- Bahwa  t i dak  ada ver i f i k a s i  dar i  o leh  pihak  KPU kepada  

Par ta i  Bulan  Bin tang  te rhadap  penca lonan  dar i  Para  

Penggugat  ;

- Bahwa  sesua i  AD/ART  Par ta i  Bulan  Bin tang   yang  

berwenang  mengajukan  ca lon  adalah  DPC PBB  Bolaang  

Mongondow ;

-   Bahwa  a lasan  KPU,  pasangan  ca lon   yang  diusung  oleh  

Par ta i  Bulan  Bin tang  

   t i dak  lo l os ,  karena  ada dukungan  ganda ;

-  Bahwa sampai  sekarang  in i  saks i  masih   Ketua  DPW Par ta i  

Bulan  Bin tang    Prop ins i  Sulawes i  Utara   ;

Saks i  5.  GAIS KUYO, SE

- Bahwa saks i  se laku  Ketua  DPC Par ta i  Persa tuan  Daerah  

Kabupaten  Bolaang  

Mongondow.  yang  menandatangan i  fo rmu l i r  penca lonan  

atas  nama Para  Penggugat  ;  

- Bahwa  penandatanganan  kesepaka tan  17  Par ta i  Pol i t i k  

untuk  mencalonkan  para  Penggugat  ya i t u    pada  tangga l  

29 Desember  2010 ;

- Bahwa  Saks i  sebaga i  Ketua  DPC PPD Bolaang   Mongondow 

dar i   per iode  tahun  2008 s/d  2013 ;

- Bahwa  mekanisme  penca lonan   Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

harus  mela lu i  par ta i     penca lonan  harus  mela lu i  DPC 

Par ta i  Persa tuan  Daerah  ;

- Bahwa saks i  t i dak  pernah  dibe rhen t i k an   sebaga i  Ketua  

DPC  Par ta i  Persa tuan  Daerah  Kabupaten  Bolaang  

Mongondow oleh  DPP ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa saks i  had i r  pada  waktu  Para  Penggugat  mendaf ta r  

d i  KPUsebaga i      Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Bolaang  Mongondow ;

- Bahwa  saks i  t i dak  tahu  pihak  KPU  ada  mengadakan  

ver i f i k a s i  d i  DPP Par ta i  Persa tuan  Daerah  ;

Saks i  6.  ALDJUFRI KOBANDAHA, S.Pd

- Bahwa saks i  ada lah  Tim Sukses   Para  Penggugat   sebaga i  

Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Bolaang  

Mongondow per iode  2011- 2016 ;

- Bahwa  untuk  penca lonan  Bupat i  dan  Waki l   Bupat i  

Bolaang  Mongondow     syara tnya  harus  memenuhi  15  % 

suara  pada Pemi lu  Legis l a t i f  ;

- Bahwa  penandatanganan  kesepaka tan  17  Par ta i  Pol i t i k  

untuk  mencalonkan  para  Penggugat  ya i t u    pada  tangga l  

29 Desember  2010 ;

- Bahwa Para  Penggugat  yang  d iusung  17   Par ta i  Pol i t i k  

mendaf ta r  d i  KPU  Kabupaten  Bolaang   Mongondow  pada  

tangga l  13 Januar i  2011 ;

- Bahwa. . . . . . . /

18.

- Bahwa  proses  pendaf ta ran  Para   Penggugat  d i  KPU 

sete lah  di te l i t i  berkas  pada  waktu  mendaf ta r ,  

d inya takan  sah  sebaga i  baka l  ca lon   karena  memenuhi  15  

% atau  jumlah  suara   17.430  sama dengan  15  % +  23  

suara  ;

- Bahwa  pihak  KPU menyatakan  Para  Penggugat  t i dak  lo l os  

sebaga i   Pasangan  Calon  Bupat i  dan Waki l  Bupat i   ya i t u  

pada tangga l  21 Pebruar i  2011 ;

- Bahwa saks i  had i r  pada  waktu  Para  Penggugat  mendaf ta r  

d i  KPUsebaga i      Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kabupaten  Bolaang  Mongondow ;

Menimbang  bahwa  pada  tahap  pembukt i an  Tergugat  te l ah  

mengajukan    a la t  bukt i  sura t  berupa  fo to  copy,  bermete ra i  

cukup  dan  te lah   d i l ega l i s i r   d i  Kepani te r aan  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Manado  ser ta  dicocokkan  sesua i  dengan  

as l i nya   ;

Ala t  bukt i  sura t  te rsebu t  d iber i  tanda  T.1  sampai  dengan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T. . . . ,   sebaga i  ber i ku t  :

1. Bukt i  T.1 .A      :  Keputusan    Komis i    Pemi l i han   Umum 

Kabupaten   Bolaang   

                         Mongondow      Nomor    :     16  

Tahun   2010,     tangga l      17    

                         September          2010,  

ten tang         Penetapan      Tahapan,   

                         Program   Dan   Jadwal  

Penye lenggaraan   Pemi l i han    Umum   

                         Bupat i    Dan   Waki l    Bupat i  

Kabupaten  Bolaang  Mongondow

                     Tahun 2011 ;

2. Bukt i  T.1 .B      :  Keputusan    Komis i     Pemi l i han   Umum 

Kabupaten  Bolaang  

                         Mongondow     Nomor    :     22  

Tahun    2010,     tangga l     30    

                         Nopember       2010,       ten tang  

Penetapan       Perubahan   

                         Keputusan    Komis i   Pemi l i han  

Umum  Kabupaten   Bolaang    

                         Mongondow   Nomor    16   Tahun  

2010,     ten tang   Tahapan,                                

                         Program   Dan   Jadwal  

Penye lenggaraan    Pemi l i han   Umum 

                         Bupat i  Dan  Waki l   Bupat i  

Kabupaten    Bolaang  Mongondow 

                         Tahun 2011 ;

3. Bukt i  T.1 .C      :  Keputusan    Komis i   Pemi l i han   Umum 

Kabupaten   Bolaang  

                         Mongondow   Nomor   :     07.a  

Tahun  2011,      tangga l      14   

                         Pebruar i   2011,      ten tang  

Perubahan   Keputusan    Komis i   

                         Pemi l i han     Umum     Kabupaten  

Bolaang       Mongondow  

                         Nomor     22    Tahun    2010  

Tentang   Perubahan   Keputusan  

                         Komis i  Pemi l i han   Umum 

Kabupaten   Bolaang   Mongondow 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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                         Nomor  16      Tahun   2010  

Tentang   Tahapan,    Program  Dan  

                         Jadwal  Penye lenggaraan  

Pemi l i han  Umum    Bupat i     Dan    

                         Waki l   Bupat i  Kabupaten  Bolaang  

Mongondow Tahun 2011 ;

4.Buk t i  T.2 . . . . . . . /

19.

4. Bukt i  T.2         :  Sura t    Penca lonan    Nomor   :  

001/TK/01 /2011 ,     tangga l    13 

                        Januar i   2011 ;

5.   Bukt i  T.3 .A      :  Sura t    Keputusan    DPD    Par ta i  

Buruh     Sulawes i     Utara ,

                              Nomor   :  08/SKEP/DPD   Par ta i  

Buruh   Sulu t / I / 2 011 ,    tangga l   

                              10     Januar i      2011,  

ten tang      Pengangkatan      Susunan   

                              Kepengurusan     Dewan 

Pimpinan     Cabang   Par ta i   Buruh  

                              Bolaang  Mongondow ;

6.   Bukt i  T.3 .B      :  Sura t    dar i    DPP  Par ta i   Bulan  

Bin tang ,  Nomor :  B- 236/DPP-

                              Sek/02 /1432    tangga l   18  

Januar i  2011,  per iha l  :  Perse tu j uan  

                              Pr ins i p  ;

7.   Bukt i  T.3 .C- 1   :  Sura t    Keputusan   No :   02/SK/DPD-

PPD/1/2011 ,  tangga l    12  

                              Januar i    2011,    yang  

di tanda tangan i    o leh    Ketua    dan   

                              Sekre ta r i s   DPD  PPD 

Sulawes i  Utara  ;

8.   Bukt i  T.3 .C- 2  :  Sura t   Rekomendas i   No :  01/  REK/  DPD-

PPD/  1 /  2011,   yang      

                    d i t anda tangan i     o leh    Ketua  

dan    Sekre ta r i s     DPD   PPD 

                    Sulawes i  Utara  ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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9.   Bukt i  T.3 .D      :  Sura t   Rekomendas i   Nomor   :  01/  DPP 

PKP IND/Su lu t / I / 2 011 ,  

                    tangga l  10 Januar i  2011,      yang  

di tanda tangan i   o leh  Ketua  

                    dan   Waki l    Sekre ta r i s  DPP PKP 

Indones ia  Sulawes i  Utara  ;

10.  Bukt i  T.3 .E      :  Sura t     Keputusan    DPP    Par ta i  

Pedul i    Rakyat   Nasiona l ,

                              Nomor     :    004/A .1 /DPP-

PPRN/REK/ I / 2011 ,        tangga l      17  

                              Januar i   2011,  ten tang  

Penetapan   Calon   Bupat i   Dan Calon  

                              Waki l    Bupat i    Kabupaten  

Bolaang      Mongondow   Prov ins i  

                              Sulawes i  Utara  Per iode  2011-

2016 ;

11.  Bukt i  T.3 .F - 1  :  Sura t    dar i   Ketua    dan   Sekre ta r i s  

Pimpinan   Kolek t i f   PDP   

                               Prov ins i   Sulawes i   Utara  

Nomor :   4.359 /71 /PKP- PDP/ I - 2011,

                               tangga l    17  Januar i  2011,  

per i ha l  :  Rekomendas i  ;

12.  Bukt i  T.3 .F - 2  :  Sura t     dar i    Ketua    dan  

Sekre ta r i s   Pimpinan   Kolek t i f   PDP   

                              Prov ins i   Sulawes i   Utara  

Nomor :  4.360 /71 /PKP- PDP/ I - 2011,

                              tangga l    18   Januar i  2011,  

per i ha l  :  Rekomendas i  ;

13.  Bukt i  T.4 .A     :  Cekl i s t     Formul i r     Penca lonan  

Kepala    Daerah   Dan Waki l

                              Kepala   Daerah   Dalam 

Pemi l i han   Umum Bupat i  Dan  Waki l  

                              Bupat i    Kabupaten    Bolaang  

Mongondow    Tahun     2011,    

                              te r t angga l    21   Februar i  

2011,  dar i  Calon    Bupat i  atas  nama 

                              Drs .  Hi .  Samsur i j a l  Mokoagow,  

SH,  MH ;

14.Buk t i  T.4 .B . . . . . . . /

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
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20.

14.  Bukt i  T.4 .B     :  Cekl i s t     Formul i r     Penca lonan  

Kepala    Daerah   Dan  Waki l

                              Kepala  Daerah    Dalam 

Pemi l i han   Umum Bupat i  Dan  Waki l  

                              Bupat i    Kabupaten    Bolaang  

Mongondow    Tahun     2011,    

                              te r t angga l    21   Februar i  

2011,  dar i  Calon   Waki l   Bupat i   atas  

                              nama I r .  Hi .  Nurd in  

Mokogin ta ,  MM ;

15.  Bukt i  T.5        :  Ber i t a  Acara  No  :  08/BA/KPU-

BM/I I / 2011 ,  tangga l  21 Pebruar i  

                              2011 ;

16.  Bukt i  T.6        :  Sura t      Keputusan     Komis i  

Pemi l i han    Umum   Kabupaten

                             Bolaang   Mongondow,  

Nomor   :    08   Tahun   2011,   tangga l  

                             21    Pebruar i   2011,  

ten tang     Penetapan     Pasangan   Calon   

                             Bupat i     Dan   Calon    Waki l  

Bupat i      Bolaang     Mongondow   

                             Per iode      2011  -  2016  

Pada     Pemi l i han    Umum     Kepala    

                             Daerah    Dan   Waki l    Kepala  

Daerah     Kabupaten    Bolaang   

                             Mongondow Tahun 2011;

17.  Bukt i  T.7        :  Sura t      dar i     Ketua    Komis i  

Pemi l i han    Umum   Kabupaten   

                             Bolaang      Mongondow,  

yang      d i t u j u kan     kepada    Bakal  

                             Pasangan   Calon    a.n .   Drs .  

Suhar jo    Makala lag ,    M.Ed   dan    

                             Hasna       Mokodompi t ,  

Nomor    :    262 /  KPU-BM/ I I  /  2011,        

                             tangga l   21 Pebruar i   2011,  

per i ha l  :   Pember i t ahuan  ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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18.  Bukt i  T.8        :  Keputusan    Komis i    Pemi l i han    Umum 

Kabupaten   Bolaang   

                             Mongondow    Nomor    18  

Tahun  2010,   tangga l   19  Oktober  

                             2010,  ten tang  Penetapan  

Jumlah   Pero lehan   Suara   Min ima l  

                             Par ta i   Pol i t i k   Atau  Gabungan  

Par ta i    Pol i t i k    Peser ta   Pemi lu  

                             Tahun     2009     Dalam 

Pengajuan      Baka l       Calon      Pada  

                             Pemi l i han    Umum   Bupat i  

Dan   Waki l     Bupat i     Kabupaten

                             Bolaang   Mongondow Tahun  

2011 ;

19 .  Bukt i  T.9 .A      :  Sura t   Penca lonan  Nomor  :  R.02/DPD-

DPC/PG-PD/BM/I / 2011 ,

                            Kotamobagu,     Januar i  2011,  

dar i      DPD      Par ta i     Golkar  

                            Kabupaten  Bolaang  Mongondow ;  

20.  Bukt i  T.9 .B     :  Sura t   Penca lonan ,  Nomor   :  

01/PARGAB/BM/I / 2011 ,   Tangga l

                            10   Januar i   2011,   dar i  

Gabungan  Dewan  Pimpinan    Daerah   

                             (DPD)   Par ta i  Pol i t i k  ;

21.Buk t i  T.9 .C      :  Sura t     Penca lonan ,    Nomor  :  

Koal i s i / AMPERA/01/B / I / 2 011 ,

                             Tangga l    12  Januar i   2011,  

dar i   Dewan   Pimpinan    Daerah

                             (DPD)   Par ta i  Pol i t i k    atau  

sebutan    la i n    Gabungan   Dewan 

                             Pimpinan  Daerah  (DPD)  Par ta i  

Pol i t i k  ;

22.Buk t i  T.9 .D . . . . . . . /

21.

22.  Bukt i  T.9 .D       :  Sura t   Penca lonan ,  dar i  Perseorangan ,  

Lo lak ,  8 Januar i  2011,  

                               (Mode l  B- KWK.KPU 
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Perseorangan)  ;  

23.  Bukt i  T.10 .A      :  Sura t    Keputusan    Dewan   Pimpinan  

Pusat    Par ta i  Pedul i  

                                 Rakyat   Nasiona l ,   Nomor   :  

143/A .1 /  DPP-PPRN /   SK-DPD/

                                 I / 2011 .  Tangga l  7 Januar i  

2011,   ten tang  Susunan Pengurus   

   Dewan  Pimpinan    Daerah    Par ta i    Pedul i  

Rakyat   Nasiona l    

                                 Kabupaten  Bolaang  Mongondow  

Prov ins i  Sulawes i  Utara ;  

24.Buk t i  T.10 .B      :  Sura t   Keputusan  Dewan  Pimpinan  

Prop ins i   Par ta i  Keadi l an   

                                Dan  Persa tuan    Indones ia  

(DPP  PKP  Indones ia )  Sulawes i  

                                Utara ,  Nomor  :   08.1 /SKEP  

REV-DPK/DPP PKP- IND/SULUT/

                                XI I / 2010 .    Tangga l     13  

Desember    2010,   ten tang    Dewan 

                                Pimpinan    Kabupaten  

Par ta i    Keadi l an      Dan      Persa tuan  

                                Indones ia      (DPK  PKP 

Indones ia )    Bolaang     Mongondow,  

                               Masa Bakt i  2006- 2011 ;

25.  Bukt i  T.10 .C     :  Sura t     Keputusan   Dewan   Pimpinan  

Pusat    Par ta i   Bulan  

                                Bin tang  No.  :  

SK.PP/067 /2010 ,    tangga l    10  Januar i   2010,  

                                ten tang    Penonakt i f a n  

Saudara    Drs .   SYAMSUDIN  AKUB  

                                Sebaga i    Ketua   DPC 

Par ta i     Bulan     Bin tang     Kabupaten  

                                Bolaang  Mongondow Prop ins i  

Sulawes i  Utara  ;

26.  Bukt i  T.10 .D     :  Sura t    dar i   Di rek tu r    Jendera l  

Admin is t r a s i   Hukum  Umum, 

                                Nomor   :      AHU/AH- 11.01-

09,       tangga l    26   Maret     2010,   

                                per i ha l   :   Kepengurusan  

Disclaimer
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Pimpinan  Kolek t i f   Nasiona l  Par ta i  

                                Demokras i  Pembaruan   ;     

27.  Bukt i  T.11         :  Sura t   Keputusan    Komis i  

Pemi l i han     Umum    Kabupaten  

                                Bolaang    Mongondow,    Nomor  

:   19  Tahun  2010,     tangga l   

                                19   Oktober  2010,  ten tang  

Penetapan    Jumlah     Pero lehan  

                                Kurs i  Min ima l  Par ta i  Pol i t i k  

Atau    Gabungan   Par ta i    Pol i t i k    

                                Peser ta    Pemi lu    Tahun  

2009   Dalam     Pengajuan    Baka l   

                                Calon    Pada  Pemi l i han  

Umum  Bupat i   Dan   Waki l     Bupat i  

                                Kabupaten  Bolaang  

Mongondow  Tahun 2011 ;

28.  Bukt i  T.12        :  Sura t   Penca lonan ,  dar i  17  Par ta i  

Pol i t i k  ,  

                               (Mode l  B- KWK.KPU Par ta i  

Pol i t i k )  ;  

29.  Bukt i  T.13        :  Ber i t a   Acara  ,  tangga l  7  Pebruar i  

2011 dar i  Dewan Pimpinan

                               Pusat   Par ta i  Bulan  

Bin tang   ;  

30.  Bukt i  T.14        :  Ber i t a   Acara  Ver i f i k a s i ,   tangga l   7  

Pebruar i   2011 dar i  Dewan

                               Pimpinan  Pusat  Par ta i  Pedul i  

Rakyat  Nasiona l ;  

31.Buk t i  T.15 . . . . . . . /

22.

31.  Bukt i  T.15       :   Sura t  dar i    Komis i    Pemi l i han   Umum 

Kabupaten    Bolaang   

                               Mongondow,     Nomor   :  

353/KPU- BM/I I I / 2 011 ,     tangga l    25   

                               Maret    2011,  per i ha l  :  

Kla r i f i k a s i  ;

32.  Bukt i  T.16        :  Ber i t a     Acara     Ver i f i k a s i ,  

Disclaimer
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tangga l    11 Pebruar i   2011,   dar i

                               Dewan    Pimpinan   Prov ins i  

Par ta i   Keadi l an  Dan  Persa tuan   

                               Indones ia  (DPP PKP 

Indones ia )  Sulawes i  Utara  ;

33.  Bukt i  T.17        :  Sura t   Keterangan  No.  04/EXT/LGW-

RM/S- KET/DPD.PARTAI

                                BURUH SULUT/ I I I / 2 011  tangga l  

11 Pebruar i  2011dar i  Dewan

                                Pimpinan  Daerah   Par ta i  

Buruh  Prov ins i  Sulawes i  Utara  ;

34.  Bukt i  T.18        :  Sura t    Keterangan     Nomor   :  

02/SKET/  DPP-PPD / I I  /2011 ,    

                                tangga l  08 Pebruar i  2011  

dar i  Dewan Pimpinan  Pusat   Par ta i

                                Persa tuan  Daerah  ;

Menimbang,  bahwa  Ter gugat  d ipe rs i dangan  juga  te l ah  

mengajukan           2   ( dua)  orang  saks i  dan  te lah  

member ikan  kete rangan  dibawah  sumpah/ jan j i  yang  pada 

in t i n ya  sebaga i    ber i ku t  :

Saks i  1.  RONALD H.  PAUNER

- Bahwa saks i  sebaga i  Sekre ta r i s  PKP  Indones ia  Prov ins i  

Sulawes i  Utara ,    se jak  Tahun  2006  s/d  2011  dan  

sekarang  te rp i l i h  lag i  ;  

- Bahwa  PKP Indones ia  pada  Pi l kada  Kabupaten  Bolaang  

Mongondow  mencalonkan  AKBP  SAMSURIJAL  MOKOAGOW dan 

NURDIN MOKOGINTA;

-  Bahwa Sesua i    atu ran    par ta i    set i ap    ca lon   yang  

diusung     harus     d ica lonkan     dar i     DKP  PKP 

Indones ia  Kabupaten /Ko ta  mengusu lkan   ke  DPD PKP Indones ia  

Prop ins i  Sulu t  untuk  mendapatkan  rekomendas i ,  la l u  

di te ruskan  ke     DPN    PKP    Indones ia    untuk  

dike lua rkan  suatu  penetapan  ;

-  Bahwa yang  menjad i  a lasan  DPN PKP  Indones ia  mengant i kan  

Ketua  DKP  PKP Indones ia  Kabupaten  Bolaang   Mongondow atas  

nama HANAN  DETU karena  mendukung  ca lon  la i n   ya i t u  Para  

Penggugat  ;

- Bahwa  AD/ART  PKP  Indones ia  yang  ber laku  sekarang  

sesua i  has i l  Kongres  PKP Indoens ia  tahun   2010 ;

Disclaimer
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- Bahwa yang  berwenang  untuk   mengusung  Calon  Bupat i  dan  

Waki l   Bupat i   Kabupaten  Bolaang  Mongondow ada lah  DPK 

PKP Indones ia  Kabupaten  Bolaang  Mongondow ;   

Saks i  2 :  ABDUL RIVAI  POLI ,  SH (Saksi  Ahl i )

- Bahwa  Pemi lukada  Kabupaten  Bolaang  Mongondow,  te l ah  

sesua i  dengan  Pera tu ran  KPU Nomor  68  Tahun  2009,  yang  

te l ah  di robah  dengan Nomor 13 Tahun 2010;

- Bahwa. . . . . . . /

23.

-  Bahwa    Pera tu ran    KPU   Nomor   13    Tahun  2010,  

ber l aku   se jak  bulan  Jun i       

  2010 ;

-  Bahwa  mekanisme   pendaf ta ran   Calon   Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  berdasarkan  

  Pera tu ran  KPU Nomor  13  Tahun 2010 dimula i  dengan  tahapan  

pengumuman,  

  Pendaf ta ran ,  peni l i t a n  berkas ,  perba ikan   berkas ,  dan  

penetapan  ca lon  ;

-  Bahwa   sahnya    set i ap   pasangan   Calon   Bupat i   dan  

Waki l    Bupat i    secara   

  admin is t r a s i   harus  didukung  oleh  Par ta i  Pol i t i k  15  % 

suara  dan atau  dukungan

  pero rangan  ;

-  Bahwa   keabsahan   par ta i - par ta i   pendukung   untuk  

mengusung   ca lon  harus  

  d i tanda tangan i   harus  di tanda tangan i    o leh   p impinan  

par ta i    ya i t u   Ketua  dan 

  Sekre ta r i s  ;

-  Bahwa  j i k a   ada   Par ta i   Pol i t i k  yang  mendukung  2 (dua)  

pasangan  ca lon  atau  

  dukungan  ganda,  maka  pihak  KPU   harus  mengadakan  

ver i f i k a s i  ke DPP par ta i  

  yang  bersangku tan ;

-  Bahwa   bentuk   kesepaka tan  dukungan  par ta i  dengan  

pasangan  ca lon  ada lah  

  waj ib  ada  dan  sa lah  satu  syara t  yang  harus  d i l amp i r kan  

dalam berkas  ca lon  ;

Disclaimer
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-  Bahwa  has i l  ver i f i k a s i  o leh  pihak  KPU ke  DPP par ta i  

te rsebu t ,  harus  ada dimuat  

  da lam  Ber i t a   Acara   atau  ka lau  t i dak  ada  cukup   dengan  

penegasan  dar i  DPP  

  dar i   par ta i  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa  pada  tangga l  14  Maret  2011  dan 

tangga l  16  Maret  2011 ,  Pengad i l an  te lah  memanggi l  p ihak  

ket i ga ,  ya i t u  sebaga i  ber i ku t  :  

1. Pasangan  Drs .  SALEH BINOL dan HERAWATI POMO; 

2. Pasangan  I r .  LIMI  MOKODOMPIT  dan  MEYDI 

PANDEIROTH;  

3. Pasangan  SALIHI  B.  MOKODONGAN dan YANI  R TUUK;

4. Pasangan  ADITYA   ANUGERAH MOHA,  S.Ked  dan I r .  

NORMA MAKALALAG;

5. Pasangan  SAMSURIJAL  MOKOAGOW  dan  NURDIN 

MOKOGINTA;   

untuk  menghadap  dan  member ikan  kete rangan  ser ta  mendengar  

pen je lasan  dar i  Hakim  Ketua  Sidang,  namun kesemuanya  t i dak  

memenuhi  pangg i l an  te rsebu t  ;

Menimbang,  bahwa  p ihak   Para  Penggugat  dan  Tergugat ,  

te l ah  mengajukan  Kesimpulannya  pada  tangga l  06  Apr i l  2011.  

Kes impulan   para  pihak  te rsebu t   te lah  dipe la j a r i  dan  

dipe r t imbangkan  oleh  Hakim Ketua  Sidang  ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  para  p ihak  mohon 

putusan  ;

TENTANG.. . . . . .

24.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  apa  yang  dimaksud  dalam  gugatan  dan  

jawaban  ada lah  sebaga imana  te ru ra i  da lam  bagian  ten tang  

Disclaimer
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duduk  sengke ta  te rsebu t  d ia tas .

Menimbang,bahwa   dalam  gugatan  para  penggugat   yang  

di j ad i kan  obyek  sengketa  ada lah   Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten    Bolaang  Mongondow    Nomor  :   8 

Tahun  2011  tangga l  21  Pebruar i  2011  ten tang  Penetapan  

Pasangan  Calon  Bupat i  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  tahun  

2011;

Menimbang,  bahwa  adapun  alasan  Para  Penggugat  adalah  

oleh  karena  dalam  menerb i t kan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

obyek  sengketa  a- quo ,  Tergugat  te l ah  melanggar  Pera tu ran  

Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  13  Tahun  2010  ten tang   Pedoman 

Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

dan Waki l  Kepala  Daerah ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t ,  Tergugat  

te l ah  mengajukan  jawaban  yang  te rd i r i  dar i  jawaban  

te rhadap  pokok  perkara / sengke ta  dan  jawaban  bukan  te rhadap  

pokok  perkara / sengke ta               (  ekseps i  ) ;

Menimbang,bahwa   te rhadap  jawaban  Terguga t  te rsebu t ,  

maka  Pengad i l an  akan  mempert imbangkan  te r l eb i h  dahu lu  

ekseps i  dar i  Tergugat  te rsebu t ;

Menimbang,bahwa  Terguga t  da lam  Jawabannya  mengajukan  

ekseps i  berupa  gugatan  Para  Penggugat  kabur  dan t i dak  je l as  

(  obscuur  l i be l  )  dengan  alasan  dalam  pos i t a   gugatannya  

Para  Penggugat  mendal i l k an  bahwa  Tergugat  te lah  melakukan  

perbua tan  hukum dengan  t i dak  melo loskan  Penggugat  sebaga i  

pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Bolaang  

Mongondow tahun  2011- 2016,  sementara  dalam  Pet i t umnya  Para  

Penggugat  meminta  agar  Terguga t  mencabut  sura t  keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  8  Tahun  2011  te r t angga l  21  

Pebruar i  2011 ;

Menimbang,  bahwa  menuru t  Tergugat  tun tu tan  i t u  t i dak  

berdasar  sebab  dengan  pet i t um  te rsebu t  sangat  merug ikan  

pasangan  ca lon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i      Kabupaten  

Bolaang    Mongondow    tahun   2011- 2016    yang     te l ah  

di t e t apkan . . . . . . . /  

25.

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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di te t apkan , seo lah - olah  hanya  satu  sa ja  Pasangan  Calon  

peser ta  Pemi lukada  Kabupaten  Bolaang  Mongondow tahun  2011  

yang  sah sebaga i  peser ta  Pemi lukada ;

Menimbang,  Bahwa  untuk  kemudian  Tergugat  t i dak  

mengajukan  ekseps i  la i n  se la i n  yang  sebaga imana  te ru ra i  

te rsebu t ,  maka  Pengad i l an  akan  per t imbangkan  ekseps i  

Tergugat  sebaga i  ber i ku t  ;

Menimbang,bahwa  untuk  menyatakan   suatu  gugatan  kabur  

atau  t i dak  je l as ,  harus  di l andas i  kepada  pasa l  56  ayat  (1 )  

Undang- Undang  Nomor   5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  yang  menyatakan  :

(1 )  Gugatan  harus  memuat  :

a.  nama,   kewarganegaraan ,   tempat   t i ngga l ,   dan  

peker j aan  penggugat ,  atau   kuasanya ;

b.  nama,  jaba tan ,  dan tempat  kedudukan  te rguga t ;

c.  dasar  gugatan  dan ha l  yang dimin ta  untuk  dipu tuskan  

oleh  Pengadi l an .

Menimbang,bahwa  apab i l a  dipe r t imbangkan  maka  gugatan  

dar i  Para  Penggugat  te l ah  te rmuat  iden t i t a s  Penggugat  dan  

Kuasanya  kemudian  te rcan tum  pula  nama,  jaba tan  dan  tempat  

kedudukan  dar i  Terguga t ,  se lan ju t nya  juga  da lam  gugatan  

te l ah  memuat  dasar  dan  alasan  untuk  mengajukan  gugatan ,  

ya i t u  ha l  kepent i ngan  Para  Penggugat  te l ah  diu ra i kan  ser ta  

mencantumkan pera tu ran  perundang- undangan  yang  di l anggar ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  gugatan  

Para  Penggugat   te lah  memenuhi   syara t - syara t  sebaga imana  

dimaksud  dalam  pasa l  56  ayat  (  1  )  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  seh ingga  

dengan  demik ian  ekseps i  dar i  Tergugat  d inya takan  t i dak  

di te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  se lan ju tn ya  Pengad i l an  akan  

memper t imbangkan  pokok  sengketa  dengan  per t imbangan  hukum 

sebaga i  ber i ku t :

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Para  Penggugat  

dan  Jawaban  dar i  Tergugat  maka  pada  pokoknya  sengketa   a-

quo    ada lah  ten tang   kepent i ngan  Para  Penggugat  yang  

merasa  d i rug i kan  oleh  Tergugat   karena  te lah  menerb i t kan  

obyek  sengketa  a- quo   yang  menetapkan  Calon  Bupat i  dan  

Disclaimer
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Waki l  Bupat i  Kabupaten  Bolaang  Mongondow tanpa  menyer takan  

nama  dar i  Para  Penggugat  karena  dianggap  t i dak  memenuhi  

syara t  admin i s t r a s i ;

Menimbang. . . . . . . /  

26.

Menimbang,  bahwa  adapun  syara t - syara t  yang  t i dak  

dipenuh i  o leh  Para  Penggugat  adalah  anta ra  la i n  pengurus  

par ta i  yang  mendukung  Para  Penggugat  merupakan  pengurus  

par ta i  yang  t i dak  sah  berdas arkan  ver i f i k a s i  fak tua l  yang  

di l akukan  oleh  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Bolaang  

Mongondow             (Terguga t  ) ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukt i   buk t i  P- 8  ,  ya i t u  

Sura t  Tergugat    Nomor  235/KPU- BM/I /2011  tangga l  21 Januar i  

2011  ten tang  k la r i f i k a s i  yang  sete lah  d i l akukan  ver i f i k a s i  

fak tua l  te rhadap  kesesua ian  kompos is i  kepengurusan  Par ta i  

Pol i t i k  pendukung  Drs .  Suhar j o   D Makala lag ,Med  dan  Hasna  

Mokodompi t   (Para  Penggugat )  d ika takan  t i dak  sesua i  dengan  

sura t  keputusan  yang  di te rb i t k an  oleh  DPP  maupun  DPW 

masing- masing :

 Par ta i  Keadi l an  dan  Persa tuan  Indones ia  

( PKPI ) .

 Par ta i  Republ i kan .

 Par ta i  Pemuda Indones ia  ( PPI ) .

 Par ta i  Indones ia  Sejah te ra  ( PIS) .

 Par ta i  Demokras i  Kebangsaan  ( PDK) .

 Par ta i  Nasiona l  Banteng  Kemerdekaan  

Indones ia  ( PNBKI ) ;   dan 

te rdapa t  bukan  pengurus  par ta i  set i ngka t  DPC yang  menanda  

tangan i  Sura t  Penca lonan ,  ya i t u  :  Par ta i  Bulan  Bin tang  yang  

di tanda  tangan i  o leh  Pengurus  DPW kemudian  Terguga t  

menentukan  perba ikan  atas  ha l  te rsebu t  harus  di te r ima  oleh  

Tergugat  pada tangga l  23 Januar i  2011;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang,  bahwa  se la i n  ke  6  ( enam)  par ta i  te rsebu t  

d ia tas  Tergugat  juga  menyatakan  adanya  kepengurusan  ganda  

pada  par ta i  pendukung  Para  Penggugat   dengan  par ta i  

pendukung  pasangan  Drs .  Hi .  Samsur i j a l  Mokoagow SH.MH dan  

I r .H i .Nu rd i n  Mokogin ta  MM ya i t u  :

 Par ta i  Buruh .

 Par ta i  Keadi l an  dan  Persa tuan  Indones ia  

( PKPI ) .

 Par ta i  Bulan  Bin tang   ( PBB) .

 Par ta i  Persa tuan  Daerah  ( PPD) .

 Par ta i  Demokras i  Pembaruan  ( PDP)  ;  dan

 Par ta i  Pedul i  Rakyat  Nasiona l  ( PPRN) .

Dan  sete lah  di l akukan  ver i f i k a s i ,  d ipe ro leh  has i l  ke  6 

( enam)  pengurus  par ta i  yang  mendukung  Para  Penggugat  

te rsebu t  d inya takan  t i dak  sah.   

Menimbang. . . . . . . /

27.

Menimbang,  bahwa  te rhadap  fak ta  hukum  te rsebu t  

Pengad i l an  berpendapat    berdasarkan  bukt i  P- 4 = bukt i  T- 12  

ya i t u  sura t  penca lonan  dar i  Para  Penggugat  yang  didukung  

oleh  17  par ta i  dan  bukt i  T- 2  berupa  Sura t  Penca lonan  atas  

nama Drs .  Hi .  Samsur i j a l  Mokoagow  SH.MH dan  I r .H i .Nu rd i n  

Mokogin ta  MM yang  didukung  oleh  18  par ta i  ,  d imana  kedua  

bukt i  te rsebu t  menunjukkan  masing- masing  Ketua  dan 

Sekre ta r i s  par ta i  membubuhkan       tanda  tangannya ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  PERATURAN  KOMISI  

PEMILIHAN UMUM  NOMOR 13  TAHUN 2010  TENTANG PEDOMAN TEKNIS 

TATA  CARA PENCALONAN  PEMILIHAN  UMUM KEPALA DAERAH DAN 

WAKIL  KEPALA  DAERAH pasa l  61ayat  (  1  )  dan  (  2  )  

menyatakan  :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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(1 )  Apabi l a  da lam  proses  pene l i t i a n  admin i s t r a s i  te rhadap  

sura t  penca lonan  d i t emukan    dokumen  sebuah  par ta i  

po l i t i k  memi l i k i  2  (dua)  atau  leb ih  kepengurusan  yang  

masing - masing  mengajukan  baka l  pasangan  ca lon ,  d i l akukan  

pene l i t i a n  menyangkut  keabsahan  kepengurusan  par ta i  

po l i t i k  te rsebu t  kepada  pimpinan  pusat  par ta i  po l i t i k  

yang  bersangku tan .

(2 )   Dalam  pene l i t i a n  keabsahan  pengurus  par ta i  po l i t i k  

sebaga imana   dimaksud  pada ayat   (1 ) ,     KPU   Prov ins i  

atau    KPU   Kabupaten /Ko ta     melakukan    k la r i f i k a s i  

dengan   berpedoman    pada   anggaran  dasar /anggaran  

rumah tangga  par ta i  po l i t i k  yang  bersangku tan .

Menimbang,  bahwa dengan  demik ian  berdasarkan  pasa l  80  

dan  pasa l  107  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara   yang menyatakan :

Pasal  80 :  

Demi  ke lancaran  pemer iksaan  sengketa ,  Hakim  Ketua  Sidang  

berhak  di  da lam  s idang  member ikan  petun juk  kepada  para  

pihak  yang  bersengke ta  mengena i  upaya  hukum dan  ala t  bukt i  

yang  dapat  d igunakan  oleh  mereka  da lam sengketa .

Dan pasa l  107 

Hakim  menentukan  apa  yang  harus  dibuk t i k an ,  beban  

pembukt i an  beser ta  pen i l a i an  pembukt i an ,  dan  untuk  sahnya  

pembukt i an  dipe r l u kan  sekurang- kurangnya  dua  ala t  bukt i  

berdasarkan  keyak inan  Hakim.

Maka. . . . . . . /  

28.

Maka  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Bolaaang  Mongondow 

(  Tergugat )  harus  membukt i kan  te lah  melakukan  k la r i f i k a s i  /  

pene l i t i a n  menyangkut  keabsahan  pengurus  par ta i  po l i t i k  

te rsebu t  kepada  pimpinan  pusat   par ta i  po l i t i k  yang  

bersangku tan  sesua i  dengan  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan  te rsebu t  d ia tas ;

Menimbang,bahwa  da lam  pers idangan  Tergugat  te l ah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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mengajukan  bukt i - bukt i  ten tang  te l ah  d i l akukannya  

ver i f i k a s i  ya i t u  :

1. Bukt i  T.13  berupa  ber i t a  acara  ver i f i k a s i  te rhadap  

Dewan Pimpinan  Pusat  Par ta i   Bulan  Bin tang  (  DPP PBB )  

tangga l  7 Pebruar i  2011;

2. Bukt i  T.14  berupa  Ber i t a  Acara  ver i f i k a s i  te rhadap  

Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Pedul i  Rakyat  Nasiona l  

(  DPP PPRN ) tangga l  7 Pebruar i  2011;

3. Bukt i  T.16  berupa  Ber i t a  Acara  ver i f i k a s i  te rhadap  

Dewan Pimpinan  Prov ins i  Par ta i  Keadi l an  dan  Persa tuan  

Indones ia  (  PKP Indones ia  )  tangga l  11 Pebruar i  2011;

4. Bukt i  T.17  berupa  Sura t  Kete rangan  te l ah  d i l akukan  

ver i f i k a s i  Nomor  :  04/EXT/LGW-RM/S- KET/DPD.PARTAI  

BURUH SULUT /  I I I - 2011 tangga l  11 Pebruar i  2011;

5. Bukt i  T.18  berupa  Sura t  kete rangan  te l ah  d i l akukan  

k la r i f i k a s i  Nomor  :  02/SKET/DPP- PPD/ I I / 2011   dar i  

Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Persa tuan  Daerah   (  DPP 

PPD )  tangga l  8 Pebruar i  2011;

Menimbang,  berdasarkan  bukt i  P- 4  =  bukt i  T- 12  berupa  

sura t  penca lonan  dar i  Para  Penggugat  dan  bukt i  T- 2  berupa  

sura t  penca lonan  dar i  nama Drs .      Hi .  Samsur i j a l  Mokoagow 

SH.MH dan  I r .H i .Nu rd i n  Mokogin ta  MM te rdapa t  fak ta  hukum 

ada 13 (  t i ga  belas  )  Par ta i  yang  mempunyai  dukungan  ganda,  

dengan  pengurus  yang  berbeda  pula  yang  membubuhkan  tanda  

tangan  pada       masing- masing  sura t  dukungan  ca lon .

Menimbang,bahwa  ke  13  (  t i ga  be las  )  par ta i  te rsebu t  

ada lah  :  

1. Par ta i  Pedul i  Rakyat  Nasiona l  (PPRN).

2. Par ta i  Pelopor .

3. Par ta i  Keadi l an  dan Persa tuan  Indones ia  (PKPI ) .

4. Par ta i  Demokras i  Pembaruan  (PDP) .

5. Par ta i  Pemuda Indones ia  (PPI ) .

6.Par t a i  Buruh . . . . . . . /

Disclaimer
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29.

6.  Par ta i  Buruh.

7.  Par ta i  Demokras i  Kebangsaan  (PDK) .

8.  Par ta i  Kasih  Demokras i  Indones ia  (PKDI ) .

9.  Par ta i  Persa tuan  Indones ia  Baru   (PIB) .

10. Par ta i  Bulan  Bin tang  (PBB)

11. Par ta i  Persa tuan  Daerah  (PPD) .

12. Par ta i  Indones ia  Sejah te ra  (PIS) .

13. Par ta i  Sar i ka t  Indones ia  (PSI ) .

Menimbang,   bahwa  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d ia tas ,  

maka  Pengadi l an  memper t imbangkan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

te lah  t i dak  melaksanakan  ver i f i k a s i  te rhadap  semua par ta i -

par ta i  yang  mempunyai  dukungan  dan  pengurus  ganda,  dan  

hanya  melakukan  ver i f i k a s i  te rhadap  sebag ian  sa ja ,  seh ingga  

t i ndakan  Tergugat  te rsebu t  dapat  d inya takan  secara  hukum 

te lah  melanggar   PERATURAN KOMISI  PEMILIHAN UMUM  NOMOR 13 

TAHUN 2010  TENTANG PEDOMAN TEKNIS  TATA  CARA PENCALONAN 

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL  KEPALA DAERAH pasa l  

61ayat  (  1 )  ;

Menimbang,   bahwa  t i ndakan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Bolaang  Mongondow (  Terguga t  )  yang   melakukan  

ver i f i k a s i  keabsahan  pengurusan  par ta i  pendukung  dar i  Para  

Penggugat  dengan  t i dak  berpedoman  kepada  Anggaran  

Dasar /Anggaran  Rumah Tangga  par ta i  yang  bersangku tan  sesua i  

dengan  amanat  pasa l  61  ayat  (  2 )  te rsebu t  d ia tas ,  menuru t  

per t imbangan  Pengad i l an  sangat  merug ikan  kepent i ngan  Para  

Penggugat ,  d imana  berdasarkan  kete rangan  saks i - saks i  Benny  

J  Thopa,MBA,  Hanan  Detu ,  I r .Ve ra  E.  Kandow,  H.Syar i f  

Wakid ,SE.MBA,  Gais  Kuyo,  SE yang  masing- masing  merupakan  

ketua  par ta i  yang  menyatakan  mekanisme  pergant i an  pengurus  

dan  Ketua  ser ta  Sekre ta r i s  yang  ber tanda  tangan  d i  berkas  

penca lonan  Drs .            Hi .  Samsur i j a l  Mokoagow SH.MH dan 

I r .H i .Nu rd i n  Mokogin ta  MM t i dak  sesua i  dengan  Anggaran  

Dasar  dan  Anggaran  Rumah Tangga,  dimana  para  saks i  t i dak  

pernah  mener ima  sura t  pemberhent i an  sebaga i  pengurus ;
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Menimbang,  bahwa  keten tuan  te rsebu t  juga  sebaga imana  

te rmaksud  dalam pasa l  1  angka  7 PERATURAN KOMISI  PEMILIHAN 

UMUM  NOMOR 13  TAHUN   2010    TENTANG   PEDOMAN  TEKNIS 

TATA  CARA PENCALONAN  

PEMILIHAN. . . . . . . /  

30.

PEMILIHAN   UMUM  KEPALA  DAERAH  DAN WAKIL  KEPALA DAERAH 

yang  

menyatakan  :7 .   Pimpinan  par ta i  po l i t i k  ada lah  Ketua  dan  

Sekre ta r i s  par ta i  po l i t i k  atau  Para  Ketua  dan  Para  

Sekre ta r i s  gabungan  par ta i  po l i t i k  sesua i  t i ngka tannya  atau  

dengan  sebutan  la i n  sesua i  dengan  Anggaran  Dasar  (AD)  dan  

Anggaran  Rumah  Tangga  (ART)  par ta i  po l i t i k  yang  

bersangku tan ,  bera r t i  KPU juga  harus  memperhat i kan  anggaran  

dasar  dan Anggaran  Rumah Tangga masing- masing  par ta i .

Menimbang,  bahwa  kemudian  apab i l a  dibaca  bukt i - bukt i  

yang  menyatakan  te rdapa tnya  pergan t i an  pengurus  te rsebu t  

sura t  keputusan  hanya  berse lang  satu  sampai  t i ga  har i  

sebe lum  batas  pendaf t a r an  tangga l  13  Januar i  2011,  ya i t u  

Sura t  dar i  DPD Par ta i  Buruh  te r t angga l  10  Januar i  2011  

(buk t i  T.3 .A )   dan sura t  dar i  DPD PPD te r t angga l  12 Januar i  

2011 (  bukt i  T.3 .C- 1 ) .

Menimbang,  bahwa  bahkan  ada  beberapa  sura t  keputusan  

yang  te r t angga l  sete lah  tangga l  13 Januar i  2011,  ya i t u  pada  

Par ta i  Pedul i  Rakyat  Nasiona l ,  te r t angga l  17 Januar i  2011  (  

bukt i  T.3 .E  )  dan  sura t  PKP Par ta i  Demokras i  Pembaruan  

te r t angga l  18 januar i  2011  (  bukt i  T.3 ,F - 2)  ser ta  ada sura t  

yang  berupa  hanya  rekomendas i  te rhadap  penca lonan ,  bukan  

ten tang  pergan t i an  pengurus ,  yang  tangga lnya  sete lah  

tangga l  te rakh i r  pendaf t a r an  13  Januar i  2011,  ya i t u  sura t  

dar i  DPKP Par ta i  Demokras i  Pembaruan  te r t angga l  17  Januar i  

2011  (  bukt i  T.3 .F - 1  ) ,  sura t  DPP Par ta i  Bulan  Bin tang  

tangga l  18  Januar i  2011  (  bukt i  T.3 .B  )  dan  sura t  dar i  

DPProp ins i   Par ta i  Keadi l an  dan  persa tuan  Indones ia  
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te r t angga l   10 Januar i  2011 (  bukt i  T.3 .D  ) .

Menimbang,  bahwa  se la i n  dar ipada  i t u  apab i l a  bukt i -

bukt i  te rsebu t  d ika i t k an  dengan  hukum  per jan j i a n ,  maka 

pengurus - pengurus  yang  mendukung  Para  Penggugat  yang  

membuat  kesepaka tan  tangga l  29  Desember  2010  pada  waktu  

melakukan  per jan j i a n  masih  merupakan  pengurus  yang  sah  dan  

oleh  karena  ket i ka  ber t i ndak  da lam melakukan  per jan j i a n  dan  

kesepaka tan  te rsebu t  da lam rangka  berka i t an  dengan  mewaki l i  

par ta i ,  maka par ta i  i t upun            menjad i    te r i k a t  

dengan    per jan j i a n    se lama  per jan j i a n  i t u  be lum 

dicabu t  (  pasa l  1338 BW ) ;

Menimbang,  bahwa  seh ingga  Terguga t  seharusnya  

memver i f i k a s i  ha l  te rsebu t ,  o leh  karena  berka i t an  dengan  

t i ndakan  keperda taan  / l ega l  stand ing  dan 

te rka i t . . . . . . . /  

31.

te rka i t  juga  dengan  PERATURAN KOMISI  PEMILIHAN UMUM  NOMOR 

13  TAHUN 2010  TENTANG PEDOMAN TEKNIS  TATA CARA PENCALONAN 

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL  KEPALA DAERAH Pasal  

7 ayat  3,  yang menyatakan  :  

(3 )  Par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  yang  sudah  

mengajukan  baka l  pasangan  ca lon  dan  sudah  menandatangan i  

kesepaka tan  penga juan  baka l  pasangan  ca lon ,  t i dak  

dibenarkan  menar i k  dukungan  kepada  baka l  pasangan  ca lon  

yang  bersangku tan ,  dengan  keten tuan  apab i l a  par ta i  po l i t i k  

atau  gabungan  par ta i  pol i t i k  te tap  menar i k  dukungan  

te rhadap  baka l  pasangan  ca lon  yang  bersangku tan ,  par ta i  

po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  te r sebu t  d ianggap  

te tap  mendukung  baka l  pasangan  ca lon  yang  te l ah  dia j ukan .

Menimbang,bahwa  berdas arkan  keten tuan  te rsebu t ,  maka 

apab i l a  te l ah  te r j ad i  kesepaka tan  yang  kemudian  par ta i  

po l i t i k  i t u  melakukan  perubahan,  maka kesepaka tan  i t u  te tap  

harus  dianggap  ada.  Kalaupun  te rdapa t  perubahan  

kesepaka tan ,  harus  mengacu  kepada  PERATURAN  KOMISI  
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PEMILIHAN UMUM  NOMOR 13  TAHUN 2010  TENTANG PEDOMAN TEKNIS 

TATA  CARA PENCALONAN  PEMILIHAN  UMUM KEPALA DAERAH DAN 

WAKIL KEPALA DAERAH Pasa l  7 AYAT 4,  yang menyatakan  :

(4 )  Proses  pen ja r i ngan  baka l  pasangan  ca lon ,  d i l akukan  

secara  demokra t i s  dan  t ransparan  sesua i  dengan  mekanisme  

yang  ber l aku  dalam  par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  

po l i t i k  yang  bersangku tan .

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan - keten tuan  

te rsebu t  d ia tas  maka  Komis i  Pemi l i han  Umum  Kabupaten  

Bolaang  Mongondow t i dak  boleh  hanya  berdasar  kepada  has i l  

ver i f i k a s i  sa ja ,  te tap i  juga  harus  memperhat i kan  mekanisme  

yang  ber l aku  d i  par ta i  po l i t i k  dengan  berpedoman  kepada  

anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga  par ta i  yang  

bersangku tan ;

Menimbang,  bahwa meskipun  pada  dasarnya  obyek  gugatan  

Para  Penggugat  ada lah   Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Bolaang   Mongondow    Nomor  :   8 Tahun  2011  

tangga l  21  Pebruar i  2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  

Bupat i  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  tahun  2011   yang  

te rbuk t i  te l ah  cacat  yur i d i s  harus  dinya takan  bata l ,  akan  

te tap i  

juga . . . . . . . /  

32.

juga  berka i t an  dengan  sura t  Tergugat  yang  menyatakan  Para  

Penggugat  t i dak  memenuhi  syara t  admin is t r a s i  sebaga i  

pasangan  ca lon  Bupat i  dan  Wak i l  Bupat i  Kabupaten  Bolaang  

Mongondow,  seh ingga  Penggad i l an  juga  memper t imbangkan  sura t  

te rsebu t ;   

Menimbang,  bahwa dal i l  Tergugat  yang  menyatakan  t i dak  

ada  par ta i  yang  mengundurkan  d i r i  atau  mengal i hkan  

dukungannya  ada lah  t i dak  benar ,  karena  dalam fak ta  hukum di  

pers i dangan  dengan  te rdapa tnya  13  (  t i ga  belas  )  par ta i  
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yang  sete lah  mengadakan  per jan j i a n  dan  kesepaka tan  dengan  

Para  Penggugat  yang  kemudian  melakukan  per jan j i a n  dan  

kesepaka tan  dengan  pasangan  la i n ,  merupakan  bentuk  

penga l i han  dukungan,  seh ingga  persengke taan  yang  ada  t i dak  

hanya  te rba tas  kepada  keabsahan  dar i  pengurus  par ta i  

pendukung,  juga  te rmasuk  pera l i h an  dukungan  te rhadap  

pasangan  ca lon  kepa la  daerah  dan  waki l  kepa la  daerah  da lam 

pemi l i han  umum kepa la  daerah ;

Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  Pasangan  Drs .Suhar j o  

D Makala lag  M,Ed dan Hasna Mokodompi t  seharusnya  dinya takan  

memenuhi  syara t  admin i s t r a s i  o leh  karena  a lasan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Bolaang  Mongondow yang  menyatakan  

Para  Penggugat  te rsebu t  t i dak  lo l os  sebaga i  ca lon  Bupat i  

dan  Waki l  Bupat i  Bolaang  Mongondow ada lah  t i dak  bera lasan  

hukum dan  t i dak  sesua i  dengan  keten tuan   PERATURAN KOMISI  

PEMILIHAN UMUM  NOMOR 13  TAHUN 2010  TENTANG PEDOMAN TEKNIS 

TATA  CARA PENCALONAN  PEMILIHAN  UMUM KEPALA DAERAH DAN 

WAKIL  KEPALA DAERAH ya i t u  pasa l  61  ayat  (1  )  dan (  2  )  

kemudian  pasa l   1  angka  7,  dan  pasa l  7  ayat  (3 )  dan  (4 )  

te rsebu t  d ia tas ,  seh ingga  Para  Penggugat  harus  di te t apkan  

sebaga i  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Bolaang  Mongondow 

per i ode              2011-  2016;

Menimbang,  bahwa   ha l  i t u  sesua i  dengan  Putusan 

Mahkamah  Agung  RI  nomor  5  K/TUN/1992  tersebut  dalam 

pert imbangan hukumnya menyatakan :  

Bahwa,  adalah  t idak  dapat  dibenarkan  bi la  hukum membiarkan  

keputusan- keputusan  dan  atau  penetapan- penetapan  yang  

bertentang an dengan  ta tanan  hukum  yang  ada  tersebut  

ber lan ju t  hanya  berdasarkan  pert imbangan     karena  

pihak- pihak     dalam   perkara    t idak    mengajukan 

per ten tangan . . . . . . . /  

33.

pertentangan  yang  ada  tersebut  di  Persidangan,  lag i  pula  

adalah  t idak  pada  tempatnya  bi la  hak  menguj i  hakim hanya  

dibatas i  oleh  obyek  sengketa  yang  dia jukan  para  pihak ,  
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karena  ser ing  obyek  sengketa  tersebut  harus  dini l a i  dan  

diper t imbangkan  dalam  kai tannya  dengan  bagian- bagian  

penetapan- penetapan  atau  keputusan- keputusan  Badan  atau  

Pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  t idak  dipersengketakan  

antara  kedua belah  pihak  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan   per t imbangan  te rsebu t  

d ia tas ,  maka  gugatan  Para  Penggugat  dinya takan  dikabu l kan  

se lu ruhnya ;  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  permohonan  Penundaan  

pelaksanaan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  d ia j ukan  oleh  

Para  Penggugat ,  Pengad i l an  menyatakan  oleh  karena  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  obyek  sengketa  a- quo  te l ah  diba ta l kan ,  

maka  sega la  ak iba t  hukum  yang  ada  menjad i  bata l  pu la ,  

seh ingga  permohonan  penundaan  te rsebu t  t i dak  re levan  lag i  

untuk  d ipe r t imbangkan ;

Menimbang,  bahwa  sega la  bukt i ,   ba ik  bukt i  sura t  

te r t u l i s ,  kete rangan  saks i  maupun  kete rangan  ah l i  dan  

pengakuan  para  pihak  yang  t i dak  diu ra i kan  dalam 

per t imbangan  hukum in i  d ikesampingkan  karena  d ianggap  t i dak  

re levan  dengan  per t imbangan  hukum  akan  te tap i  te tap  

dianggap  satu  kesatuan  dalam berkas  perkara ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan   keten tuan  dalam  pasa l  

110         Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  maka Tergugat  d ibebankan  biaya  

yang  t imbu l  da lam  sengketa  in i  yang  besarnya  akan  te rmuat  

da lam amar  Putusan  in i ;

Menginga t  :  

- Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  13  Tahun  2010  

ten tang  Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah

- Undang-  Undang  Nomor  5 tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  j i s  Undang- Undang  Nomor  9  tahun  

2004  ten tang  perubahan  atas  Undang-  Undang  Nomor  5  

tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  j i s  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  perubahan  

kedua  atas  Undang-  Undang Nomor  5 tahun  1986 ten tang  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Perad i l an  Tata  Usaha    Negara  ;

MENGADILI . . . . . . . /

34.

M  E  N  G  A  D  I   L  I

DALAM EKSEPSI

- Menolak  ekseps i  dar i  Tergugat  ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;

2. Menyatakan  bata l  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Bolaang  Mongondow    Nomor  :   8  Tahun  2011  

tangga l  21  Pebruar i  2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  

Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Bolaang  

Mongondow Tahun 2011;

3. Memer in tahkan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Bolaang  

Mongondow  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Bolaang  Mongondow    Nomor  :  

8  Tahun  2011  tangga l  21  Pebruar i  2011  ten tang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Bolaang  Mongondow Tahun 2011 ;

4. Memer in tahkan  komis i  pemi l i han    umum  untuk  

menyatakan  pasangan  nama 

    Drs .    Suhar jo    D   Makala lag ,  Med   dan Hasna 

Mokodompi t    te lah  memenuhi     

    syara t   sebaga i   pasangan  ca lon  Bupat i  dan waki l  Bupat i  

Bolaang  Mongondow 

    per i ode  2011- 2016 ;

5. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  yang  t imbu l  

da lam sengketa  in i  sebesar  Rp.  391.000 , -  (  t i ga  ra tus  

sembi lan  puluh  r ibu  rup iah  )

Demik ian  Putusan  in i  d ibacakan  dalam pers idangan  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

te rbuka  untuk  umum pada  har i  Jumat  tangga l  8  Apr i l  2011 ,  

o leh  kami   FAJAR WAHYU JATMIKO,  SH  se laku  Hakim  PTUN 

Manado  dengan  didamping i  o leh  EDDY JACOB ,  SH  se laku  

Pani te ra  PTUN Manado  dengan  dihad i r i  o leh  Kuasa  Hukum 

Penggugat  dan Kuasa Hukum Terguga t .

 

         PANITERA,           HAKIM KETUA 

SIDANG

        t t d  metera i  + t t d

   EDDY JACOB, SH.                                 FAJAR 

WAHYU JATMIKO,  SH 

35.

Per inc i an  Biaya  Perkara  :

                  1.P  N B P :  Rp.     30.000 , -

       2.Pangg i l an :  Rp.   250.000 , -

       3.Mete ra i :  Rp.        6.000 , -

                  5. Redaks i                   :    Rp.            5.000 , -  

Tota l             =      Rp.   391. 000, -

          (  t i ga  ra tus  sembi l an  puluh  satu  r i bu  rup iah  

)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51


